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ABSTRAK

ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF
POLITIK AGRARIA INDONESIA
(Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi dengan
Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

Oleh :
RIZA ZUHELMY

Sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan
masyarakat Dusun Suluk Bongkal merupakan sengketa kepemilikan tanah
yang bersifat vertikal dan struktural, yang mana dalam sengketa kepemilikan
tanah tersebut melibatkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam
penyelenggaraan negara, pihak swasta sebagai pengelola yang mendapatkan
izin dari kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagai bagian integral dalam
sebuah negara.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada bulan Desember 2009.
Pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan ini juga dilakukan di
instans pemerintah dan piak perusahaan. Adapun tujuan dari pelaksanaan
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab persengketaan
kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat dan upaya
pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara
Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan
Pinggir Kabupaten Bengkalis Provins Riau.

Jenis pendlitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu
proses pemecahan masalah yang disdlidiki dengan menggambarkan objek
penelitian secara jelas dan lebih konfrehensif serta untuk dapat menarik
generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau
kenyataan sosial.

Penanganan masalah sengketa kepemilikan tanah memang bersifat
lintas sektoral, hal ini dikarenakan menyangkut berbagai aspek dalam
kehidupan. Oleh karena itu penanganannya tidak dilihat dari satu sisi saja,
melainkan harus secara menyeluruh dan terpadu agar penyelesaiannya tuntas.
Masing-masing instansi yang terkait agar dapat dilibatkan secara fungsional
untuk mengambil bagian dalam penanganan masalah pertanahan tersebut
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Hal ini bertujuan agar penyelesaian
sengketa pertanahan bukan hanya mampu menyelesaikan permasalahan
secara teknis saja, melainkan mampu menjadi penggerak yang dinamis dalam
mewujudkan politik pertanahan yang mendukung suksesnya pembangunan
nasional.
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BAB |

PENDAHUL UAN

.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mamdasl ini
dikarenakan hampir seluruh aktivitas manusia dianolmi ini baik secara langsung
maupun tidak langsung tak terlepas dari tanah bahkagga manusia mengakhiri
hidupnya tetap membutuhkan tanah untuk pengubusgarivigka dari itu hubungan
antara manusia dengan tanah tak dapat dipisahieen&tanah juga memiliki fungsi
ekonomi, politik, sosial dan budaya pada kehidupasyarakat manusia. Hubungan
antara manusia dengan tanah menjadi sangat ese3ifaalhubungan itu senantiasa
berkembang menurut perkembangan budaya terutarnapelegaruh sosial, politik
dan ekonomi.

Aspek penguasaan tanah adalah bagian utama daldik ggraria, di mana
tanah sangat menentukan dalam membentuk struktial smasyarakat. Tanah
menjadi modal utama dalam membangun masyarakat adihgan sejahtera. Maka
dari itu dalam sebuah negara mestilah menyandgmagaturan tentang kepemilikan
tanah dan pemanfaatan potensi tanah yang mengadahagpek keadilan serta secara
objektif memandang bahwa tanah juga merupakan madaima menuju
terbangunnya negara industri. Yang dimaksud peratariatanah dalam aspek
keadilan adalah pengaturan akses masyarakat dabkepemilikan tanah sebagai

sumber kehidupan manusia baik secara ekonomilsdarabudaya. Kemudian, yang



dimaksud dengan pemanfaatan tanah secara objektifla perencanaan strategis
pemanfaatan tanah serta potensi yang terkandurgpldmnya dalam menopang
tumbuhnya produktivitas masyarakat serta terbangunimdustrialisasi sebagai

modal utama membangun negara yang mandiri, betdaelda berkepribadian

sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Tanalgaetumber kehidupan sangat
berpengaruh dalam membangun dalam kehidupan besdaag bernegara.

Tanah yang merupakan kekayaan nasional, dalamatilbyggara Kesatuan
Republik Indoensia yang kemerdekaannya diperjuangkkeh seluruh bangsa
Indonesia mestilah menjadi modal utama dalam megwarbangsa Indonesia
sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. 8shagasemangat kemerdekaan
bangsa Indonesia yang mampu melepaskan diri damjajpban kolonialisme
Belanda. Pada masa pra kemerdekaan Republik Indgressgaturan disektor agraria
telah berlangsung disetiap daerah dengan pola yhsgsuaikan dengan corak
ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan daerahebers Menurut Breman (2000)
Indonesia pada masa awal kedatangan Belanda pad&eald6 belum mendapatkan
perhatian khusus hal ini disebabkan perbedaan dwd&ya dan konsentrasi Belanda
terhadap padang rempah. Intervensi Belanda terhteglhn secara praktis dimulai
pada era kepemimpinan Rafles pada tahun 1811. &ealaBelanda memperhatikan
secara khusus tentang kondisi tanah di IndonesianBa menemukan adanya variasi
performa pertanian antar daerah baik pengaturarenkidigan tanah maupun
pemanfaatan potensi tanah dalam kehidupan ekompaititik, sosial dan budaya. Hal
ini ditandai dengan corak pertanian bersawah datadsng yang menunjukkan

perbedaan geografis antara Jawa dan luar Jawa.rievwertheim (1956) sampai



pada tahun 1800 belum ada pengaruh besar terhadgatpran pertanahan, karena
pengaruh Belanda yang tidpkogressive. Sistem pertanahan yang feodalistik sangat
mendominasi dalam sistem agraria di Indonesia sebkémerdekaan. Karena sistem
pertanahan pada masa pra kemerdekaan telah meikliséntktur sosial masyarakat
yang berkelas antara keturunan kerajaan sebagagaerg kendali pemerintahan dan
rakyat sebagai abdi kerajaan, berdampak pada pesmgusanah sebagai alat produksi
didominasi kepentingan keluarga kerajaan.

Menurut Fauzi (1999) sistem agraria Indonesia dwdba jajahan
kolonialisme Belanda mulai diintervensi Belanda gumendatangkan surplus
ekonomi bagi Belanda yang dimulai pada awal abad %eSelama masa jajahan
dominasi dan eksploitasi yang dilakukan pemerikallonialisme Belanda meliputi
dua hal.Pertama, memanfaatkan tanah-tanah produktif sebagai alatupd untuk
kepentingan Beland&Kedua, memanfaatkan tenaga petani dan menentukan jenis
produksi yang sesuai dengan kepentingan BelandesaB@an dengan timbulnya
iklim politik yang bercorak liberalisme di Belandgahingga elit politik di Belanda
didesak oleh kelompok swasta/pengusaha untuk H#@erkesempatan membuka
perkebunan di Indonesia. Untuk itu pemerintah Bddamengambil kebijakan dengan
menetapkan Undang — Undang Agraria Tahun 1@{parische Wet). UU Agraria
Tahun 1870 menjelaskan tentang penyewaan tanamdalagka panjang untuk
perkebunan. Peraturan ini dijadikan dasar pengatagraria di Indonesia, namun
pada pelaksanaannya terjadelistis karena bagi orang asing berlaku hukum Barat,
dan bagi rakyat Indonesia berlaku hukum adat. Meskipada masa penjajahan

kolonialisme Belanda, sebagaimana yang dijelaskaviradi, 2000) sistem



kolonialisme Belanda bentuk modern dari feodalisni®nesia sehingga kedatangan
Belanda tidak merubah secara prinsip tentang perayattanah secara adil dan
pemanfaatan tanah secara objektif telah menyebadtsmiskinan massal terjadi. Hal

inilah yang melahirkan kesadaran bersama untuk regatpankan tanah air dan

membangun tatanan masyarakat yang lebih baik.

Pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia tdialmuskan
kebijakan strategis sebagai kerangka pengelolddnrsagraria secara nasional yang
hingga kini masih menjadi landasan kebijakan diage#graria. Pengaturan tersebut
tertuang dalam Undang — Undang No. 5 Tahun 196QahgnKetentuan Pokok —
Pokok Agraria yang mengandung semangat kemerdel@ara membangun
masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cémnekdekaan. Perjalanan
pengaturan sektor agraria di Indonesia mengalasangasurut sebagai imbas dari
perubahan iklim politik secara nasional mulai ddbrde Lama dibawah
kepemimpinan Presiden Soekarno, kemudian pada r@amda Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reforse&arang ini.

Penetapan kerangka strategis pengaturan agradnaahiesia yang tertuang
dalam UU. No. 5 Tahun 1960 merupakan tanda keseripemerintah pada saat itu
dalam mengurusi sektor agraria Indonesia. Mulai deluaskan cakupan agraria
sebagai perlindungan terhadap kekayaan nasionajgeimodal utama pembangunan
dan pengembangan pedesaan. Kerangka strategisemelaskan, yang dimaksud
dengan agraria bukan hanya sekedar tanah melamkan air dan ruang angkasa
serta kekayaan yang terkandung di dalamnya didelunilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia baik di laut maupun di darat&sa konstitusional ini merupakan



pelaksanaan amanat kemerdekaan bangsa Indonegjatgmmaktub dalam UUD
1945 Pasal 33 ayat 1 ayat, 2, dan ayat 3 yang raskag bahwa kekayaan alam yang
dimiliki oleh Indonesia dikuasai oleh negara dapedgunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru kebijakan di dpidegraria tidak
berubah secara prinsip, hanya orientasi pelaksdeédndiutamakan sebagai modal
pembangunan yang tersentralisir dan melahirkanlikodéngan masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan arah kebijakan pemerintah yanmfpkes pada industrialisasi
pertanianrdanmengabaikan aspek struktur penguasaan tanah. Pégthemeneruskan
program pembangunan perkebunan-perkebunan berskakr dengan tanah-tanah
yang luas, namun tidak melakukan kerangka kebijekgmaria yang disesusaikan
dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatariajumpenduduk di negara
agraris berdampak pada kebutuhan tanah sebagarathiksi masyarakat semakin
dibutuhkan. Transformasi kebijakan dalam sektoamlgrpada masa pemerintahan
Orde Baru juga telah merubah sistem sosial di @esheshal ini ditandai dengan
berubahnya sistempatron-klien dengan sistem tuan “tanah — buruh” sebagai akibat
komersialisasi tanah dalam menopang pembukaan lperka berskala besar.
Melemahnya hubungapatron-klien bersamaan dengan melemahnya peran lembaga
desa dalam memberikasubsistensi, melalui jaminan mendapatkan pekerjaan dan
distribusi (Temple, 1976).

Kebijakan pengaturan agraria di Indonesia pascae (Bdru kembali
mengalami perubahan, hal ini dikarenakan krisisnekd yang dialami Indonesia

yang menyebabkan lemahnya perlindungan negaradegshancaman terjadi krisis



ekonomi. Krisis ekonomi yang demikian akut ketiki itelah menyebabkan
pergeseran konstalasi politik sehingga orde banugaichiri periodenya. Pasca Orde
Baru Indonesia mengalami persoalan dalam bidangriagrMenurut Konsorsium
Pembaharuan Agraria ada 3 persoalan dalam bidangriaagindonesia pasca
pemerintahan Orde BaruPertama, telah terjadi ketimpangan penguasaan,
pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah yang ldabat genguasaan atas sumber-
sumber agraria yang kapitalistik, monopoli dan @edentrasi hanya pada segelintir
orang saja. Menurut catatan Badan Pertanahan Néigiyoril 2009), 48 juta hektare
tanah di wilayah hutan di Indonesia telah menjadikn620 perusahaan yang
mendapatkan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dak Rangelolaan Hutan
Tanaman Industri (HPHTI), kemudian 26,74 juta hekteanah dijadikan konsesi
pertambangan dadikuasai sebanyak 555 perusahaan serta 3,53 jutarédanah
telah dikuasai sebanyak 2.178 pengusaha perkebDempak terhadap rakyat dari
kebijakan ini adalah semakin menyempitnya pengumasaltyat atas tanah dan
kekayaan alam. Dari 35 juta keluarga petani di hedta hanya tersedia lahan
pertanian 21,67 juta hektare.

Kedua, terjadi konflik agraria yang berkepanjangan yangrupakan
manifestasi dari kebijakan dalam bidang agrariaapathsa Orde Baru. Hal ini
semakin rumit diakibatkan semakin meningkatnya @amizin yang diberikan
pemerintah kepada pengusaha disaat kebutuhan rakalakan tanah sedang tinggi
serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketmalesin baik secara peraturan
maupun kelembagaan. Dalam catatan KPA (2009) hasepimua sengketa tersebut

disertai dengan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasiisia (HAM). Mulai dari



pembunuhan, penembakan, penahanan, penangkapagguperan, teror serta
intimidasi. Ketiga, sistem hukum agraria nasional yang masih sektouahpang
tindih dan administratif. Akses masyarakat terhad@pah masih sangat lemah
diakibatkan tanah dan kekayaan yang terkandungldinthya dijadikan modal untuk
pengembangan investasi dan pembangunan. Restaaldiupun telah dilakukan pada
lembaga negara yang mengurusi sektor agraria, aetegbosan baru dalam menata
sumber daya agraria di Indonesia. Namun persoaesealan dalam bidang agraria
yang timbul sebagai akibat kebijakan politik agrgrada pemerintahan sebelumnya
belum teratasi dengan optimal.

Sengketa pemilikan tanah dapat kita lihat dalam gemis, hal ini
diklasifikasikan menurut unsur yang terlibat dalparsengketaan terseb&ertama
sengketa agraria yang bersifat vertikal, yakni ketegagraria yang disebabkan oleh
kebijakan negara terhadap pemanfaatan tanah, airsdgala yang terkandung
didalamnyaKedua sengketa agraria yang bersifat horizontal, yakngketa agraria
yang melibatkan dua individu atau lebih terkaitgimkepemilikan hak atas tanah.

Di Riau, sebagai manifestasi kebijakan politik aigrgpada era Orde Baru
yang lebih memprioritaskan pada pembukaan perkebdatam skala besar telah
berakibat pada sengketa pemilikan tanah antara gergeizin dan masyarakat
setempat. Hal ini bukan hanya berakibat pada hanaki, sosial dan budaya
masyarakat tetapi juga berdampak pada iklim ingestan pembangunan yang tidak
kondusif. Persoalan sengketa pemilikan tanah ingaaberkaitan dengan kebijakan
pemerintah dalam menetapkan tata ruang dalam ranpambangunan. Dengan

bergulirnya semangat reformasi yang telah merulsans pemerintahan di Republik



Indonesia dari sentralistis kepada era otonomiaaéelah membuka ruang untuk
persoalan ini dapat diselesaikan dengan kebijalearg tepat. Karena pemerintah
daerah yang telah diberi wewenang untuk mengatigamr rumah tangganya sendiri
sebagaimana yang telah diatur dalam UU. No. 32 7&@04 tentang Pemerintah
Daerah, termasuk di bidang pertanahan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiR{RF) Riau,
Provinsi Riau memilliki 9.456.160 ha kawasan hutEmgan peruntukkan sebagai
hutan lindung seluas 397.150 ha, suaka alam ddasuarga satwa seluas 451.240
ha, hutan produksi terbatas 1.866.132 ha, dan Hkdawersi seluas 4.770.572 ha.
Permasalahan yang ditimbulkan dari hal ini adalampang tindih peruntukkan lahan
baik antara pengusaha dengan pengusaha, masyalahkgan pengusaha, serta
pengusaha dan pemerintah (Rab : 2003).

Pada tahun 1996 Menteri Kehutanan RI mengeluarkamat Xeputusan
Nomor : 743/kpts-11/1996 tentang Izin Hak Pengusah&lutan Tanaman Industri
(HPHTI) seluas 299. 975 hektare (ha) kepada PTraAfdadi di Propinsi Daerah
Tingkat | Riau. Luas izin ini sebelum pemekaran Ugien/kota di Propinsi Riau
meliputi beberapa kabupaten/kota di Riau yaitu Kelben Kampar, Kabupaten
Bengkalis dan Kota Pekanbaru, setelah adanya peamelropinsi Riau izin ini
masuk pada beberapa kabupaten baru yakni : KabuRatean Hilir, Kabupaten Siak
dan Kabupaten Pelalawan.

Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Rimmggabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau merupakan salah satu pgpkagan yang menjadi imbas

dari pengalokasian lahan HPHTI kepada PT. AraradAkabagaimana tersebut di



atas. Sengketa tersebut juga terjadi di desa-dmeabhik di Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis, maupun diluar Kabupaten Bdiggkang mana izin HPHTI
PT. Arara Abadi berada di wilayah tersebut. Di D@sa&ik Serai Timur sengketa
kepemilikan tanah bukan hanya terjadi antara makgar dengan perusahaan,
melainkan tanah sampai pada tanah tempat didinkakantor Kepala Desa juga
dipersengketakan oleh perusahaan. Untuk kasus sA Delibur, PT. Arara Abadi
mempersengketakan tanah wakaf yang difungsikanadepgmakaman umum, yang
kemudian menimbulkan perlawanan masyarakat ketisgkeisi sepihak dilakukan
oleh perusahaan pada tahun 2008.

Proses penyelesaian yang telah dilakukan baik wmelalediasi telah
dilakukan oleh masyarakat, perusahaan dan pemerinkemudian proses
penyelesaian yang secara kebijakanpun telah ditgakuBerdasarkan Surat Gubernur
Riau No : 100/PH/13.06 tentang Upaya Penyelesagamdsalahan PT. Arara Abadi
Dengan Masyarakat tertanggal 8 Maret 2007 yangjultim kepada Menteri
Kehutanan RI. Kemudian melalui Surat Gubernur R¥mu: 100/PH/14.06 tentang
Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Ar&badi tertanggal 8 Maret
2007 yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, Kampatalawan, Siak, Rokan Hilir
dan, Walikota Pekanbaru dan surat Menteri KehutaNan: S.319/MENHUT-
VI1/2007 tertanggal 15 Mei 2007 tentang Upaya Persgbn Permasalahan PT. Arara
Abadi dengan Masyarakat yang ditujukan kepada fhubdriau. Namun persoalan
ini belum terselesaikan secara optimal, konflikhimgga saat ini terus terjadi bahkan
telah melahirkan bentrokan-bentrokan berdarah. @€esgian sengketa agraria

mestilah dilakukan dengan maksimal karena berimplaas hak ekonomi, sosial dan
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budaya masyarakat yang tentunya berpengaruh da&ndupan berbangsa dan
bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertankuk melakukan
penelitian dengan judulAnalisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspigkt
Politik Agraria Indonesia dalam kasus sengketa tdmantara PT. Arara Abadi
dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa BeringiKecamatan Pinggir,

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan di ataskam penulis
merumuskan masalah pokok penelitian ini adalahatenfaktor penyebab sengketa
kepemilikan tanah dan bagaimana kebijakan pemérohéam penyelesaian sengketa
kepemilikan tanah dalam perspektif politik agrdrndonensia dalam kasus sengketa
tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat D@&uuk Bongkal, Desa

Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalieyisi Riau.

.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengetahui faktor penyebab persengketaan nkiékan tanah
antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusunk3dungkal, Desa
Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalieyisi Riau.

b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penyelesaiengketa

kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi denganyarakat Dusun
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Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggihifaaten Bengkalis,

Provinsi Riau .

2. Manfaat Penelitian :

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mekamibkebijakan
penyelesaian persengketaan kepemilikan tanah aRfBraArara Abadi
dengan masyarakat

b. Sebagai bahan bagi peneliti untuk selanjutnya ni&kak penelitian yang
sama

c. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapat gedgana pada
Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi damu ll Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

BAB | :  Pendahuluan
Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusa
masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sist@ma
penulisan.

BAB 11 . Tinjauan Pustaka
Pada Bab ini mengemukakan berbagai masalah terkait
dengan penelitian ini yang terdiri dari kerangkaritedefinisi
konsep dan definisi operasional.

BAB |11 . Metode Pendlitian
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Pada Bab ini membahas tentang bentuk penelitid@sio
penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulata,
hipotesis, dan teknik analisa data.

Gambaran Umum Lokasi Pendlitian

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi
penelitian secara umum yang meliputi kondisi gefogyidan
demografi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan
persengketaan kepemilikan tanah dalam perspektifikpo
agraria Indonesia dalam study kasus sengketa tantana

PT. Arara Abadi dengan masyarakat di Dusun Suluk
Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupate
Bengkalis, Provinsi Riau.

Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari

pembahsan.
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BAB I
TELAAH PUSTAKA
II. 1.” Kerangka Teori
II. 1. 1 Kepemilikan Tanah

Secara terminologi kata milik menurut Kamus Besahda Indonesia
(2007) adalah kepunyaan, hak. Kepemilikan dapattikika yaitu perihal
pemilikan yang mencakup sekaligus pengelolaan. Kédp@n merupakan hak
atas sesuatu yang telah dikuasai. Keabsahan kégmmulapat dibuktikan dengan
adanya bukti tertulis terkait kepemilikan suatu ethbj Dalam masyarakat
tradisional bukti kepemilikan seseorang akan sualbjek juga dapat diuiji
keabsahannya melalui saksi yang mengetahui balsuatsetersebut adalah telah
dimiliki oleh seseorang, tentunya kesaksian tensehalibatkan orang yang
berkompeten dalam struktur sosial masyarakat tetssdrta bukti sejarah yang
menguatkan kepemilikan seseorang.

Pengertian kata tanah menurut Kamus Besar Bahasmdaia (2007)
adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di sgkali. Kata tanah secara
luas dapat diterjemahkan sebagai permukaan bung tg@batas yang ditempati
oleh suatu bangsa yang diperintah suatu negarareajadi daerah. Tanah dalam
bahasa administrasi pemerintahan lebih kerap diskmgan agraria, kata agraria
berasal dari bahasa latiager yang artinya tanah atau sebidang tanah
(Poerwodarminta, 1960). Dalam bahasa pemerintagaaria meliputi tanah baik
tanah pertanian maupun tanah non pertanian. Dathmnéatrasi pemerintahan
cakupan pembahsasan tentang agraria adalah kerkelgiakan yang mengatur

pengelolaan, pemanfaatan serta penguasaan danikkaemi bidang pertanahan
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dalam rangka membangun struktur sosial masyarakamg yadil dan
berkemakmuran.

Hak milik menurut UUPA 1960 adalah hak turun tenmyrierkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.t&pé&nuh dan terkuat bukanlah
mengartikan bahwa hak tersebut bersifat mutlalaktictrbatas, dan tidak dapat
diganggu gugat. Hak milik hanyalah bisa didapatiiah warga Negara Indonesia
dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh peraeris¢perti bank yang
didirikan oleh Negara, perkumpulan-perkumpulan kage pertanian yang
didirikan oleh negara, badan-badan keagamaan yangjuk oleh Negara dan
badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Negara.

Soimin (1994) menjelaskan bahwa pengertian hakkndapat pula
diartikan sebagai hak yang dapat diwariskan settatm temurun secara terus
menerus dengan tidak harus memohon haknya kemigzdbila terjadi
perpindahan hak. Hak milik juga dapat diartikan iakg terkuat di antara sekian
hak-hak yang ada sebagaimana dijelaskan dalam BagdlHPerdata, hak milik
ini dirumuskan bahwa hak milik adalah hak untuk ieati kegunaan sesuatu
yang dimiliki dengan leluasa, dan untuk berbuatalseterhadap sesuatu yang
dimiliki itu, dengan kedaulatan sepenuhnya selaidaktbertentangan dengan
undang-undang atau peraturan umum yang ditetaplen sesuatu kekuasaan
yang berhak menetapkannya. Selain itu hak milik tiaéstidak mengganggu
hak-hak orang lain serta tidak bertentangan dekgpentingan umum.

Ada dua kemungkinan seseorang mendapatkan hak Kiéaentanah

menurut UUPA 1960 (Soimin, 1994 : 5 — 9) yakni gghderikut :
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1. Hak kepemilikan tanah berasal dari konversi tamalatt bekas hak
eigendom, apabila pemiliknya setelah diundangkan PAU 1960
berkewargaan Indonesia (tunggal).

2. Hak kepemilikan berasal dari konversi tanah-tanakab hak adat,
konversi hak adat tidak memiliki batas waktu.

Menurut hukum adat hanya masyarakat hukum adat gapgt menjadi
subjek hak milik atas tanah dalam kewilayahan ks#aa suku bangsa. Dalam
Hukum Adat, hak milik atas tanah terjadi apabilseseang anggota suku dengan
persetujuan kepala suku masyarakat hukum adatinHplga berlaku bagi tanah
hutan yang telah dibuka sejak dahulu dan ada saksebelum UUPA 1960

disahkan, hal ini tinggal memberikan sertifikat makik saja (Soetiknjo 1994).

II. 1. 2 Sengketa Dalam Kepemilikan Tanah

Pengertian kata sengketa menurut Kamus Besar Bétagmaesia (2007)
adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pengegrngkaran, atau
perbantahan. Sengketa merupakan proses di maadi tévja pandangan terhadap
satu objek, sehingga menyebabkan benturan kepantileghadap objek tersebut.
Dalam sebuah persengketaan biasanya melibatkamgk @itau lebih. Hal ini
dilihat dari penyebab terjadinya sebuah persengket@ersengketaan bisa terjadi
akibat klaim yang dilakukan oleh lebih dari sathgk terhadap sesuatu yang
menyebabkan perselisihnan (Muljadi, 2008 : 64). &egketaan model ini ditinjau
dalam aspek hukum, cenderung bersifat perdata. itdakarena objek yang

dipersengketaan berupa sesuatu barang, bendaatau Menurut Soemardjono
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(2008) peran Negara dalam sengketa semakin besaaiskengan seberapa besar
peran Negara dalam mengatur urusan masyarakat.

Sumber sengketa menurut Muljadi (2001) diakibatbkiah beberapa hal,
yakni terutama kekurangan informasi, kesalaharrimési, perbedaan pandangan,
interpretasi terhadap data dan perbedaan penafi@rhadap prosedur. Konflik
juga dapat terjadi karena perbedaan kepentingiatsillers, misalnya satu pihak
menginginkan suatu wilayah dijadikan kawasan korasgy sebaliknya pihak
lainnya untuk kepentingan budi daya. Konflik jugapdt muncul karena
komunikasi antar stakeholder yang kurang lancar.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidan@radran dapat
dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyairidareingan untuk meningkat
di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kaanyia seiring dinamika di
bidang ekonomi, sosial, politik (Soemardjono 2008nah sebagai hak ekonomi
setiap orang rawan memunculkan konflik maupun setagkkonflik menurut
definisi Coser adalah sebagai berikudonflict involve struggles betwen two or
more people over values or competition for status, power or scarce resources
(Coser dikutip oleh Moore 1996). Menurut Soemardj¢2008) jika konflik telah
nyata (manifest) maka hal itu disebut sengketa.

Sengketa pemilikan tanah dilihat dari bentuknyaatiajklasifikasikan
menjadi dua.Pertama, sengketa pemilikan tanah melibatkan dua indivicau at
lebih terkait keabsahan pemilikan hak atas tanahgketa pemilikan tanah model
ini lebih bersifat parsial dan horizontdedua, sengketa pemilikan tanah yang
melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negangketa pemilikan tanah

model ini melibatkan pemerintah sebagai penyeler@ggagara, swasta sebagai
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pengelola yang mendapatkan izin melalui kebijakamgrintah dan, masyarakat
sebagai bagian integral dari negara, maka dasehgketa pemilikan tanah model
ini lebih bersifat vertikal dan struktural (Abductaman, 1994 : 19).

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secars d&sar dapat
dipilah menjadi 5 kelompok (Ismail 2008), yakni aghi berikut :

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyattatah-tanah
perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

2. kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran periodaeform

3. kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaam untuk
pembangunan

4. sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah

5. sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Menurut Soemardjono (2008) sengketa kepemilikaahast Indonesia
disebabkan oleh beberapa hhtama, perubahan sifat proyek pembangunan dari
proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarkkpada proyek yang
bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Negdgealua, adanya standar
ganda di bidang administrasi pertanahan. Di sampid§A 1960 muncul juga
berbagai undang-undang yang mengatur pemanfaatapetiguasaan tanah yang
dikeluarkan oleh berbagai departemen yang jiwa dardang-undang itu
bertentangan dengan jiwa UUPA 1960, seperti UUtaRdrangan, UU. No. 41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan UU Transmigradh sundang-undang
lainnya.

Ekses yang sangat berpengaruh dalam menghambaksaedan

kerangka strategis kebijakan pemerintah dalam sedgoaria dapat terlaksana
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secara optimal adalah sengketa agraria yang bessitektural (Setiawan, 2007).
Sengketa agraria yang bersifat struktural merupakaengketa agraria yang
diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dalam bidpeganahan. Kebijakan di
bidang agraria yang lebih memprioritaskan pembaaguperkebunan berskala
besar yang hanya didominasi oleh segelintir oraag. $1al ini mengakibatkan
semakin sempitnya akses masyarakat terhadap pemguatanah. Akses
masyarakat terhadap tanah merupakan indikator dat@mbangun kedaulatan
negara secara ekonomi, politik, sosial dan kebuwtay@Vinoto, 2007). Dalam
kenyataannya, intensitas dan kompleksitas sengikietia dapat dengan mudah di
simplifikasi. Sering kali suatu sengketa, dilihatbingan antara akar dan batang
permasalahan yang bersifat kompleks. Walaupun pejakg berkonflik hanya
dua pihak tetapi latar belakang sejarah, budaygpdhiik lokal yang ada di suatu
tempat dan waktu menyebabkan suatu konflik selatsitat kompleks.

Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatargkdagai dampak
baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Seslavaomis sengketa itu telah
memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkanabi®emakin lama proses
penyelesaian sengketa itu maka semakin besar ly@yg harus dikeluarkan.
Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadlalah penurunan
produktivitas kerja atau usaha karena selama semdgerlangsung pihak-pihak
yang telibat harus mencurahkan tenaga dan pikiaseyta meluangkan waktu
secara khusus terhadap sengketa sehingga menguaagian hal yang sama
terhadap kerja atau usahanya (Soemardjono : 2008).

Sengketa pemilikan tanah merupakan fenomena 3@sigl kerap terjadi

di negara berkembang. Hal ini dikarenakan beluminghya kebijakan
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pemerintah dalam pengaturan kerangka strategis gedar agraria, baik secara
pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanahkekayaan alam yang
terkandung di dalamnya serta ekses dari perubakaijakan politik agraria

sebagai akibat perubahan iklim politik. Penangasangketa pemilikan tanah
mestilah dilakukan dengan tepat sesuai dengan ypanatdan kelembagaan
(Widarto, 2001).

Akibat dari sengketa dapat juga membuat penurunengkét
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkged@ksanaan tata ruang.
Di samping itu selama sengketa berlangsung ruaeg |atatu wilayah dan atas
tanah yang menjadi objek persengketaan biasanyadeatalam keadaan status
quo sehingga ruang atas tanah yang bersangkutak tidpat dimanfaatkan.
Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas smdaya lingkungan yang
dapat merugikan kepentingan banyak pihak.

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis diapldahwa sengketa
pemilikan tanah merupakan perselisihan terkait &aslabn pemilikan tanah.
Sengketa ini bisa disebabkan oleh tumpang tindineg@inistrasi pertanahan
maupun orientasi kebijakan pengelolaan, pemanfaigarpenguasaan tanaial
ini menuntut peranan serius pemerintah dalam mesgi#an persoalan dengan
langkah yang tepat karena sangat berpengaruh pawmdisk masyarakat baik

secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

II. 1. 3 Penyelesaian Sengketa Dalam Kepemilikan hah
Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah @leopupaya yang

dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak atashthaik antara individu
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dengan individu, individu dengan badan hukum dasabehukum dengan badan
hukum (Soemardjono 2008).

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah ssecaum dapat
dilakukan dengan dua cargertama litigasi yakni penyelesaian sengketa
pertanahan yang dilakukan melalui lembaga peradiWwmnurut Soetiknjo (1994)
proses penyelesaian sengketa pertanahan melalba¢@mperadilan dilakukan
karena memandang akan dapat memberikan kepastamhdalam penyelesaian
sengketa.Kedua, non litigasi yakni penyelesaian sengketa pertanahatalui
perundingan dalam mencapai kesepakatan-kesepakBtaises penyelesaian
sengketa pertanahan dengan perundingan dilakukam dangka mengakomodir
kepentingan para pihak yang bersengketa, dengandiamtercapai kesepakatan
bersama yang dapat melindungi hak para pihak atehtbaik secara ekonomi,
sosial dan budaya.

Proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanaHumptases litigasi
memang lebih banyak menggunakan waktu, biaya degtedalam penyelesaian
sengketa pertanahan dibandingkan dengan penyelesalagketa pertanahan
melalui proses non litigasi. Ada beberapa faktargyamempengaruhi penyelesaian
sengketa pertanahan yakni faktor hukum, factor gendiukum, sarana dalam
penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kejmah hukum masyarakat
(Ismail : 2008).

Dilihat dari model sengketa pertanahan maka prgsesyelesaian
sengketa pertanahan melalui litigasi lebih maksidi@rapkan pada kasus-kasus
sengketa pertanahan yang bersifat horizontal. Hialdilihat dari pihak yang

besengketa serta kepentingan di dalam persengkderaebut. Sedangkan
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terhadap kasus sengketa pertanahan yang bersit#dtal/goroses penyelesaian
sengketa pertanahan melalui proses non litigagh kelaksimal untuk diterapkan.
Hal ini dilihat dari pihak yang bersengketa, peralelerjadinya sengketa akibat
dari kebijakan serta kepentingan dalam persengkdtaaebut baik yang bersifat
pribadi maupun kepentingan umum (Widjanarko 2008).

Menurut Soemardjono (2008) terhadap kasus-kasuggpespan rakyat
atas tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain abarkbkn pengalaman
tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalalalomegalur non pengadilan
yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara pargad yang dipimpin atau
diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atauktiohemihak. Perundingan dapat
memberikan kesamaan kedudukan dan upaya penerdsdrakhir perundingan
dapat dicapai menurut kesepakatan bersama tanpagralan tekanan.

Dalam perundingan hasil penyelesaian yang akarpaidzersifatwin-
win solution. Bevan (1992 : 3-4) beberapa faktor dalam mencapaiwin
solution adalah sebagai berikut :

1. Proses pendekatan yang objektif terhadap sumbgkstnlebih dapat
diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yasgling
menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan &tus h
menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi surkbaflik dan
bukan pada posisi kedudukan pada pihak. Apabila@ikepgan menjadi
fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk bgeh kepentingan.
Sebaliknya jika tekanannya pada kedudukan, parakp#kan lebih

menutup diri karena hal itu menyangkut harga dereka.
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2. Kemampuan yang seimbang dalam melakukan prosesisasp@tau
musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawanakarebabkan
adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadak yaing lainnya.
Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah secara litigasi atau

musyawarah untuk mufakat pada intinya adalah stea penyelesaian sengketa
yang mempunyai cirri-ciri yakni waktunya singkagrgtruktur, berorientasi
kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yafiQatkan peran serta para
pihak secara aktif. Keberhasilan penyelesaian stagkelalui musyawarah untuk
mufakat ditentukan oleh itikad ba{good will) kedua belah pihak untuk sama-
sama menentukan jalan keluar yang disepakati.

Menurut Widjaja (2001) penyelesaian sengketa dadpgdlongkan ke
dalam beberapa cara yakni berdasarkan pihak-piaiags pnenyelesaikan sengketa
dan lembaga yang menyelesaikan sengketa. Menurbakqpihak yang
menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengarsebeayai berikut :

1. Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa di rpdrek ketiga yang
dimintakan bantuannya untuk membantu proses pesajale sengketa.
Sifat pihak ketiga tersebut adalah pasif dan sagRkalistidak berhak atau
berwenang untuk memberikan suatu masukan terlebdi Lintuk
memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalashiasg mediator hanya
berfungsi sebagai penyambung lidah para pihak yengengketa. Dalam
penyelesaian sengketa melalui mediasi para pihakushaunduk
sepenuhnya dengan kesepakatan yang diambil dalamsne

2. Konsiliasi, adalah proses penyelesaian sengketg yelibatkan seorang

pihak ketiga atau lebih di mana pihak ketiga yangutkertakan dalam
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menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang gectessional sudah
dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator memilgeranan yang cukup
berarti oleh karena konsoliator berkewajiban  merpaikan
pandangannya mengenai duduk persoalan yang dihdmegaimana cara
penyelesaiannya, apa keuntungan dan kerugian plaa& perta akibat-
akibat hukumnya, konsiliator tidak berhak untuk rbeat keputusan
dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. d¥dain hal ini
konsiliator juga bersifat pasif dan proses konsilidiambil sepenuhnya
oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan mdat@entuk
kesepakatan bersama di antara mereka.

Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengkatg melibatkan
pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakiastawyang disebut
dengan arbiter. Arbiter berperan sangat aktif seipagna halnya seorang
hakim. Dalam hal arbiter tunggal maupun majelisitarbberkewajiban
untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadasgcara
professional, tidak memihak, menurut kesepakatag y@lah diambil oleh
para pihak yang bersengketa pada satu sisi daterarbi sendiri pada
pihak lain. Arbiter harus independen dalam segala h

Sedangkan penyelesaian sengketa menurut kelembaghksrat

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1.

lembaga ad hoc yang dibentuk secara khusus untulangani suatu
sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat paenadan akan bubar
dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkamukumlimintakan

penyelesaiannya baik dalam bentuk mediasi, korsali@upun arbitrase
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telah diselesaikan atau dalam hal lain yang telabhéndaki oleh para
pihak yang menyangkut mediator, konsiliator ataaitar dan membentuk
lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc seringkali ditem dalam proses
mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahuvduk proses
konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga leyalzal hoc ini.

2. Institusi penyelesaian sengketa, yakni sesuai eengmanya lembaga ini
adalah institusi yang permanen, yang memiliki atunaain yang telah
baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institiisi untuk
menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh merekaslah tunduk
sepenuhnya pada aturan main yang telah ditetajdemuali ditentukan
sebaliknya.

Menurut Mahendra (1996) dalam penanganan masalatgketa
pertanahan memang bersifat lintas sektoral, haldikarenakan menyangkut
berbagai aspek dalam kehidupan. Karena itu penangga itu tidak dilihat dari
satu sisi saja, melainkan harus secara menyelurah terpadu agar
penyelesaiannya tuntas. Masing-masing instansi f@kgit agar dapat dilibatkan
secara fungsional untuk mengambil bagian dalammgEran masalah pertanahan
tersebut sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. iHial bertujuan agar
penyelesaian sengketa pertanahan bukan hanya mamenyelesaikan
permasalahan secara teknis saja, melainkan mampyadneenggerak yang
dinamis dalam mewujudkan politik pertanahan nagiopang mendukung
suksesnya pembangunan nasional.

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah parsifat vertikal

struktural harus dilakukan dengan konfrehensif ggamasalahan tersebut dapat
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terselesaikan dengan tuntas. Untuk itu penyelessagketa pertanahan tersebut
mestilah dilakukan sesuai dengan peraturan pergrdadangan yang berlaku
serta kelembagaan yang terkait. Hal ini agar kkbéinadalam penyelesaian
sengketa kepemilikan tanah tersebut dapat mengpé&ssiasalahan baik yang
bersifat teknis maupun substansi permasalahan kegantingan pihak yang

bersengketa.

II. 1. 4 Politik Agraria

Pengertian politik menurut Kamus Besar Bahasa lesian (2007)
adalah pengetahuan tentang kenegaraan atau keiatame. Lebih luas politik
dapat diartikan sebagai alat untuk menggapai kelwmsuntuk menerapkan
kebijakan sebagai langkah untuk mencapai tujualitiPsecara lebih luas dapat
diartikan sebagai bukti bahwa manusia adalah maksdsial (zoone politicon).
Politik merupakan instrumen pemersatu dalam keladupermasyarakat. Politik
adalah cara untuk mencapai cita-c{tdeology), bagi sebuah bangsa sebagai
sarana untuk mencapai tujuan bersama. Oleh katangolitik dan ideology
adalah bagian yang tak dapat dipisahkan karenékptainpa ideology bagaikan
berjalan tanpa tujuan sebagai keinginan bersama, idizology tanpa politik
bagaikan berjalan untuk menggapai keinginan bersanga cara dan kekuasaan.

Polittk merupakan sarana penyampaian aspirasi yarggupakan
landasan dalam menentukan tujuan sebagai keingaasyarakat. Dalam sebuah
negara politik merupakan bagian integral yang teide dari perkembangan

masyarakatnya. Corak ekonomi pada sebuah masyaiekatmenentukan corak
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politik, sosial dan kebudayaan masyarakat terseBalitik akan menentukan
identitas sebuah bangsa.

Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasdafam
masyarakat yang antara lain proses pembuatan lsgpualam sebuah negara
(Wikipedia, 2007). Politik juga dapat diartikan sedan ilmu untuk meraih
kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitaisidfelihat pengertian para
ahli tentang politik bisa kita simpulkan bahwa pklidapat dipandang dari
beberapa sudut pandang, yakni :

1. Politik dalam usaha yang ditempuh warga negara ndafaewujudkan
kebaikan bersama.

2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelaeragm pemerintahan dan
negara.

3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk dapatkan dan
mempertahakannya di masyarakat.

4. Politik adalah segala sesuatu proses perumusarpelaksanaan kebijakan
publik.

Politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapaisalikan dengan
negara, masyarakat dan kekuasaan. Oleh karenaada pakikatnya menjadi
kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam akemegara memiliki
kesadaran politik guna membangun semangat padisgen solidaritas. Hal
inilah menjadi pondasi dalam menyukseskan pembargu@rena pembangunan
pada hakikatnya adalah membangun kesadaran maayatalam perumusan

kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapiaydt (2000).
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), ptageagraria
adalah urusan pertanian, tanah atau urusan pemid@gah. Dalam Pasal 1 ayat
(2) dan pasal 5 Undang — Undang Pokok Agraria (UlJR&njelaskan pengertian
agraria meliputi tanah, air dan ruang angkasa seftayaan yang terkandung di
dalamnya. Tanah merupakan unsur agraria yang utaaiam ilmu alam, tanah
didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yahghtdan sedang serta terus
mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh fakkiefa bahan induk, iklim,
organisme, topografi dan waktu. Tanah dalam ilmiapéan didefiniskan sebagai
media pertumbuhan tanaman (Madjid : 2007). Seadalikptanah dapat diartikan
sebagai wilayah kedaulatan dan alat untuk menaapayarakat yang adil dan
makmur.

Politik agraria adalah serangkakian kerangka kkéijayang strategis
dalam mengatur bidang agraria guna mencapai kenrakmdan keadilan
(Setiawan 2007). Politik agraria juga dapat diamilsebagai pengaturan bidang
pertanahan. Pengaturan tanah yang lebih baik akampon meminimalisir
terjadinya sengketa kepemilikan tanah bahkan mesgi#annya. Pengaturan
tanah meliputi pengelolaan, pemanfaatan serta peagn tanah baik secara
individu maupun badan hukum (Abdurachman, 1994): BH@al ini dikarenakan
tanah sangat berpengaruh dalam kehidupan manustaasekonomi, politik,
sosial dan budaya. Politik agraria merupakan sadatem membangun struktur
sosial masyarakat dalam sebuah negara (Widjan&@®) 2

Pancasila, UUD 1945 dan UUPA menuntut agar polérnah kebijakan
pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam prosewujudkan keadilan

sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi selukyatréndonesia (Winoto,
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2007 : 13). Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipginya hak rakyat untuk dapat
mengakses berbagai sumber kehidupan, terutamangh.tderbukanya akses
rakyat terhadap tanah serta pengaturan tanah yakgkan menjadi modal utama
pembangunan, karena terbukanya akses rakyat tgrhadah akan memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk merubah keadaaml sesiekonominya,
terpenuhi hak dasarnya, martabat sosialnya mertinglsa keadilannya tercukupi
dan harmoni sosial tercipta. Hal inilah yang akaanjamin keberlanjutan sistem
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia

Menurut Soetjikno (1994) pandangan Pancasila tegnddUPA 1960
sebagai kerangka politik agraria Indonesia mestilaipedoman pada beberapa
hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanahlajahi Indonesia
bersifat kodrat. Hal ini menjelaskan bahwa bun,d&in ruang angkasa
serta kekayaan yang terkandung di dalamnya adaamia Tuhan Yang
Maha Esa kepada seluruh Bangsa Indonesia yandabetisadi.

2. Bahwa hubungan dengan tanah itu mempunyai sifakkbldan privat.
Hal ini menjelaskan bahwa untuk memperlancar parsgur, penggunaan,
pemanfaatan kekayaan nasional itu, maka kekayakyatrabersama
tersebut diserahkan kepada Negara sebagai orgak&amsaan seluruh
rakyat serta juga memberikan kepastian terhadagh@kkapa yang bisa
dimiliki oleh setiap orang dan badan hukum

3. Bahwa hanya orang Indonesialah yang mempunyai lgasupang terkuat

dengan tanah di Indonesia, dengan tetap membeempetan kepada
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orang asing untuk mempunyai hubungan dengan tamalmddnesia
sepanjang hubungan tersebut tidak merugikan Bangsaesia.

4. Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dannmiegan sama
untuk mempunyai hubungan dengan tanah. Hal ini efeskan bahwa
setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang santak
memperoleh suatu hak atas tanah

5. Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak danenksstan sama
untuk menikmati hasil bumi Indonesia. Hal ini méagkan bahwa setiap
warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untidapat
manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maukelnarganya.

Politik agraria nasional mestilah didasarkan até&t snanusia yang
merupakan makhluk sosial serta manusia sebagaridad{Notonagoro dalam
Soetjikno 1994 : 16). Dalam pada itu dalam pol#gearia ada beberapa hal yang
dapat dijadikan pegangan di antaranya sebagaiuberik

1. Sudut Objektif. Hal ini ditinjau dari sudut tanalaymaka luas tanah itu
terbatas sehingga mustahil ada hubungan langsakgn(ilik) atas tanah
dengan semua manusia. Sehingga tindakan maksimad) yapat
dilakukan adalah mengusahakan sebanyak mungkin sw@andapat
berhubungan dengan tanah.

2. Sudut Subjektif. Hal ini ditinjau dari sudut marusiebagai individu dan
makhluk sosial, karena itu prinsipnya hubungan mendlengan tanah
sifatnya relatif artinya kekuasaan manusia ataahardak tanpa batas.
Hubungan antara manusia dengan tanah tidak dagedatkan pada sifat

pribadi saja mengingat sifat sosialnya sebagai arakst.
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Politik agraria merupakan sarana untuk mencapaatujNegara dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu kpcddigraria bukan hanya
mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan dan kamniiéinah melainkan juga
kerangka dasar dalam kebijakan yang mengatur aspsgial ekonomi. Dalam
politik agraria Indonesia hal tersebut tercantunamabeberapa aspek politik
agraria, pertama aspek Landreform yakni penataan kembali kepemilitearah
dan distribusi kepemilikan tanah oleh Negara kepallgat darkedua aspek non
Landreform yakni aspek yang mengatur pemeliharaaraht sesuai dengan

kemajuan teknologi agar bisa berdayaguna dan lzenkedn (Soetomo 1986)

II.2 Defenisi Konsep

Menurut Masri Singarimbun (2006 : 34) Konsep adakdistraksi
mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas gesaralisasi dari sejumlah
karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atawiddi tertentu.

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih j@lasythsing-masing
konsep guna menghindari adanya salah pengertid@ dedinisi beberapa konsep
yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukagaipagai berikut :

5. Analisis sengketa pemilikan tanah adalah kajiatatemn penyebab terjadinya
sengketa pemilikan tanah antara dua pihak atah ledik individu maupun
badan hukum. Dalam hal ini dalam kasus sengketahtamtara PT. Arara
Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desam@n, Kecamatan
Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

6. Analisis penyelesaian sengketa kepemilikan tandandgerspektif politik

agraria Indonesia adalah kajian terkait kebijak@merintah dalam upaya
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penyelesaian sengketa pemilikan tanah yang sesaapad peratutan
perundang-undangan yang berlaku dan lembaga teskaia kebijkan politik
agraria Indonesia terkait dengan pengaturan kep@miltanah baik secara
individu maupun badan hukum. Dalam hubungannya alenmlitik agraria
adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitnfikumenciptakan

tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

II. 3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur yang meikdrerbagaimana
cara mengukur suatu variable sehingga dengan pergjuktersebut dapat
diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pémdg untuk dianalisis dari
variable tersebut (Masri Singarimbun, 2006 : 46).

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliternbuat variable
dengan indikator sebagai berikut. Adapun Variakmhmh penelitian ini adalah
Analisis Sengketa Pemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia
dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun
Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Provins Riau. Dalam hal
ini yang menjadi tolak ukur untuk melakukan anabsimlah UU. No. 5 Tahun
1960 tentang Pokok — Pokok Agraria, UU. No. 41 Tahf99 tentang Kehutanan
dan kepmenhut No : 10.1/Kpts-11/2000 tentang Pedoiaemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sebigakan pemerintah yang
terkait dengan permasalahan tersebut diatas, dendjator sebagai berikut :

1. Teknik pengawasan

a. melakukan interview dengan masyarakat dan perusahaa
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b. meminta legalitas kepemilikan tanah kepada masgaralan
perusahaan dilokasi konflik.
2. Langkah Pengawasan
a. Pemeriksaan proses perizinan yang telah diberikemepntah
kepada perusahaan.
b. Pemeriksaan sejarah pertanahan di lokasi konflik dajarah
pengaturan tanah di daerah konflik.
c. Pemeriksaan terhadap administrasi pertanahan amasgarakat
dan perusahaan.
d. Kronologis dan sejarah sengketa dilokasi konflik
e. Pemeriksaan proses penyelesaian yang pernah dikakuk
f. Pemeriksaan kebijakan pemerintah dalam upaya pesgiah
sengketa pemilikan tanah.
3. Membandingkan hasil pemeriksaan dengan rencanatgkaigditetapkan.
4. Evaluasi pengawasan merupakan kebijakan politiereagpemerintah dalam
penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.
5. Perbaikan pengawasan yaitu melakukan perbaikanlamhitemukan hal-hal
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-uadargng berlaku,

kesalahan dalam perizinan serta jalan keluar yapgtdditempuh.
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BAB I11

METODE PENELITIAN

[11.1 JenisPendlitian

Jenis penelitian ini adalah penilitian deskriptif kualitatif yaitu suatu
proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek
penelitian secara jelas dan lebih konfrehensif serta untuk dapat menarik
generaisasi yang menjelaskan variable yang menyebabkan suatu gejala atau
kenyataan sosial.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh
informasi  keadaan saat ini yang berkaitan dengan variable yang

menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.\

[11.2 Lokas dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin,
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provins Riau. Penelitian ini

dilakukan pada bulan Desember 2009.

[11.3 Populas dan Sampel

I11. 3.1 Popul asi

Populasi adalah wilayah generalisasl yang terdiri atas objek/subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelgjari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2005 : 90).
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Populasi pada penelitian ini akan diambil dari jumlah masyarakat
yang bersengketa tanah di Dusun Suluk Bongkal. Menurut data yang
diperoleh pada tahun 2008 dari pemerintah Desa Beringin, Kecamatan
Pinggir, Kabupaten Bengkalis jumlah masyarakat yang bersengketa tanah di
wilayah Dusun Suluk Bongka berjumlah 80 orang. Kemudian populasi
dalam penelitian ini juga akan diambil dari perusahaan yang bersengketa
serta pemerintah terkait kebijakan yang diambil dalam menangani persoalan

ini.

1. 3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populas tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin
mempelgari semua yang ada pada populasi, misanya karena keterbatasan
dana, tenaga dan waktu maka pendliti dapat mengambil sampel dari
populasi itu. Apa yang dipelgjari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat
diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi
harus betul-betul representatif (mewakili).

Penentuan sampel pada penelitian ini akan menggunakan cara
Smple Random Sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Penentuan jumlah
sampel dari populasi merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Issac
dan Michael dalam Sugiyono (2005) untuk tingkat kesalahan 1%, 5% dan

10% dihitung dengan rumus :
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_ AN.PQ
d*(N-D)+A.PQ

A? Dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%
P=Q=0,5.d=0,05. S=Jumlah Sampel

Dari rumus di atas maka pengambilan sample dalam penelitian ini
dengan tingkat kepercayaan 95% atau dengan taraf kesalahan 5% dari 80

populasi adalah 65.

[11.4 Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang dipeoleh langsung dari responden yang
berhubungan dengan objek penelitian. Data ini berupa tanggapan
responden, hasil wawancara dan penyebaran kuisioner

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dusun Suluk
Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis,
Provinss Riau tentang data pemilikan tanah masyarat yang
bersengketa dengan PT. Arara Abadi.

[11.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian
ini, maka penulis menggunakan beberapateknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara, yaitu yang dilakukan dengan responden yaitu : aparat
pemerintahan dusun, desa, tokoh masyarakat, perusahaan dan
pemerintah Provinsi Riau.

b. Kuisioner, yaitu daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh

peneliti kepada responden.
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c. Observas, yaitu penelitian dengan cara mencatat secara sistematis

terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian.

1.6 Hipotesis
Hipotesis diartikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian (Sugiyono 2005 : 183). Hipotesis adalah prinsip yang logis dan
dapat diterima secara rasiona tanpa mempercayainya sebelum diuji terlebih
dahulu kebenarannya. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan
landasan teori diatas diduga bahwa sengketa pemilikan tanah dalam kasus
sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk
Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kab. Bengkalis, Provins Riau
disebabkan oleh :
1. Lemahnya administrasi pemilikan tanah yang dimiliki oleh
masyarakat.
2. Perusahaan tidak melakukan ketentuan yang diamanatkan dalam izin
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Kurangnya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan
yang tertuang dalam izin serta upaya penyelesaian yang belum

optimal.

[11.7 Teknik Analisa Data

Daam pendlitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif
kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang
berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan
menggambarkan variable penelitian secara mendalam dan konfrehensif

sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.



37

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1 Segarah Singkat

Dusun Suluk Bongkal adalah sebuah dusun yang bel@da wilayah
Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten BengKaiisvinsi Riau. Nama
Suluk Bongkal menurut sejarah diambil dari Bahas&uSSakai yakni suluk
berarti tempat yang tersembunyi atau terpencillargkal yang berarti kayu atau
warna kayu matang. Menurut sejarah, daerah ini pai&an daerah
persembunyian masyarakat sakai pada zaman pemjajapang karena letaknya
yang tersembunyi di antara Desa Kuala Penaso daa Beringin. Dusun Suluk
Bongkal merupakan kampung tua yang kelahirannyaingeidengan Desa
Beringin yang dahulunya disebut kampung Beringidgptahun 1817 (Thamrin
2003).

Wialayah Suluk Bongkal dahulunya adalah wilayah gyaata-rata
penduduknya adalah masyarakat Suku Sakai, kargak dehulu masyarakat
Sakai adalah masyarakat yang pertama bermukim ealadang di wilayah
tersebut. Pada masa pra kemerdekaan Republik Isidon8uluk Bongkal
bernaung di bawah kepenghuluan Beringin yang bé&atlpada Kerajaan Siak Sri
Indrapura. Sistem pemerintahan ketika itu dipimplah seorang Datuk yang
merupakan perpanjangan tangan Sultan Siak Sri podrayang bermukim di
Mandau, kemudian Datuk membawahi seorang Penglaldagsi perpanjangan
tangan Datuk untuk memimpin pemerintahan yang bkiimudi Beringin.

Penghulu membawahi seorang Batin yang berfungsigaten pemerintahan di
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wilayah perkampungan yang bernaung dalam kepenghukrsebut. Di bawah

Batin terdapat seorang Tungkek yang memimpin pepk@agan yang bernaung
dalam wilayah perbatinan tersebut. Kemudian Tungleglg berfungsi memimpin

beberapa jajaran pemerintahan pada wilayahnya y®lomti yang bertugas

mengatur masalah pertanahan dan perladangan, JamtehPyang bertugas
menentukan sungai-sungai dan hutan sebagai alat peaicaharian masyarakat
dan penunjuk arah bagi urusan-urusan pada wilayahlut.

Dusun Suluk Bongkal dahulunya dikelilingi oleh pahsialang yang
dijadikan sebagai batas wilayah. Pohon sialangeberts diantaranya adalah
Sialang Pasung, Sialang Bakal, Sialang Kincinga8@Tungkek Kopau, Sialang
Tungkek Rambut, Sialang Kayu dalam Tanjung, SialBagau Kekai, Sialang
Kanto Sompi, Sialang Batang Dipopanjang, Sialandul&e, Sialang Danto.
Masyarakat Dusun Suluk Bongkal menafkahi hidup dangerburu hewan di
hutan, berladang dan mencari ikan di sungai.

Pemanfaatan tanah di Dusun Suluk Bongkal sejakddduillu digunakan
untuk berladang oleh masyarakat Suku Sakai secawa-temurun. Dalam hal
kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah diaturlzdéh sesuai dengan wilayah
perbatinan secara kolektif berdasarkan adat yamtpkoe Pada tahun 1911
Mozskowski dalam Thamrin (2003) menjelaskan balavealh dalam masyarakat
sakai disebut dengan tanah batin, tanah terselbupaiean tanah yang tidak dapat
diperjual-belikan oleh siapapun sebab tanah tetsatbalah tanah milik seluruh
masyarakat dalam sebuah perbatinan. Di tanah imiatyakat sakai meletakkan
harapan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kdigamitanah tidak dapat

diganggu gugat tanpa seizin batin, karena batiptaly meletakkan dasar tanah
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tersebut serta membagikan tanah tersebut kepadsarakat dalam sebuah
perbatinan. Berdasarkan hal tersebut diatas untrkgefensiasi pengelolaannya
supaya masyarakat dapat hidup dengan tenang, i&inberikan pengelolaan
tanah tersebut kepada masyarakat. Satu keluargdapatkan tiga hektare tanah
dengan pembagian satu hektare untuk tempat tirggabertanam ubi manggalo
dan dua hektare lagi untuk berladang, bertanamt k@rgkol, kelapa dan

tanaman keras lainnya. Selebihnya dimanfaatkangaelautan untuk kegiatan

berburu, meramu mencari damar, mencari madu lebatmencari ikan.

Dalam masyarakat Sakai sebagai masyarakat yanganpeertkali
berdomisili di wilayah Suluk Bongkal hutan dan tamaemiliki fungsi ekonomi,
politik, sosial dan budaya. Hal ini menggambarkamghn jelas bahwa hutan
dalam masyarakat Sakai berfungsi sebagai temmggaintempat mencari makan,
dan sebagai media untuk mempertahankan eksistemsirial mereka.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan bergapanigarajaan
Siak Sri Indrapura kedalam Negara Kesatuan Repuitiknesia maka wilayah
Suluk Bongkal beserta masyarakatnya turut bergabmegjadi bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalayatransformasi struktur
sosial masyarakat secara politik baru dilakukanapaahun 1972 dengan
bergantinya struktur pemerintahan kepenghuluanainpung Beringin menjadi
dipimpin oleh Kepala Desa dan Beringin resmi mengebuah desa dalam
wilayah Kecamatan Mandau (pada tahun 2003 menjaiakatan Pinggir)
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Ketika itu yamgnjabat sebagai Kepala
Desa Beringin adalah H. Rozali Aman (1972-1993)mesgara struktur

pemerintahan di Dusun Suluk Bongkal secara resmiblaé pada tahun 2004
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dengan diangkatnya Khalifah Ismail sebagai Kepalasud Suluk Bongkal
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin OBPEMDES/XI1/2004

tentang Pengangkatan Kepala Dusun Suluk Bongkal.

IV.2 Geografisdan Demografis Dusun Suluk Bongkal
IV.2.1 Letak Geografis Dusun Suluk Bongkal

Dusun Suluk Bongkal merupakan wilayah yang berbatadengan
Sungai Maonio, Desa Kuala Penaso di sebelah Biisathelah Timur berbatasan
dengan Dusun Panggau, Desa Beringin, dan di sebitbah berbatasan dengan
Desa Tasik Serai serta di sebalah selatan berbati@sgan PT. ADEI Plantation
& Industry, Desa Beringin.

Dusun Suluk Bongkal berdasarkan peta administrakyah Dusun
Suluk Bongkal yang ditetapkan oleh Bupati Bengkpéisia tahun 2007 seluas 4.
586 hektare. Jarak antara Dusun Suluk Bongkal deBgsa Beringin 9 Km, dan
jarak antara Desa Beringin dengan Ibukota Kecam@btaggir 50 Km ditempuh
dengan transportasi darat. Kemudian jarak antarsa Ceringin ke Ibukota
Kabupaten 250 Km dan jarak antara Desa Beringitblskota Propinsi 80 Km

ditempuh dengan transportasi darat (Monografi Besingin).

1vV.2.2 bemografi Dusun Suluk Bongkal

Dusun Suluk Bongkal saat ini dipimpin oleh Khaliftsgmail sebagai
Kepala Dusun. Dusun Suluk Bongkal terdiri dari datikun Warga yaitu RW 04
yang dipimpin oleh Rasyidin sebagai Ketua RW yargminawahi dua Rukun
Tetangga yakni RT 01 yang dipimpin oleh Rabbi Musfiebagai Ketua RT dan

RT 02 yang dipimpin oleh Alimuddin sebagai Ketua. RT
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a. Struktur Penduduk
Penduduk yang berdomisli di Dusun Suluk Bongkalt saa sudah
heterogen di antaranya masyarakat suku Sakai, Mel®atak, Jawa, dan
Minangkabau. Penduduk Dusun Suluk Bongkal mayoli&snata pencaharian
sebagai petani. Untuk lebih jelasnya tentang pemkiudusun Suluk Bongkal

dapat dilihat pada table-tabel pengklasifikasiamdoeluk sebagai berikut :

Tabel 4.1 Klasfikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Suku

No Suku Jumlah

1. | Sakai 60 Orang

2. | Melayu 20 Orang

3. | Batak 32 Orang

4. | Jawa 40 Orang

5. | Minangkabau 20 Orang
Jumlah 160 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Dusurk®oduagkal yang
berasal dari suku Sakai lebih banyak dengan jumél@horang dibandingkan
dengan penduduk yang berasal dari suku Jawa yangnt@h 40 orang.
Sedangkan penduduk yang berasal dari suku Batdk kelmyak dengan jumlah
32 orang dibandingkan dengan penduduk yang bedssalsuku Melayu dan
Minangkabau yang yang berjumlah 20 orang. Pendydmk) berasal dari suku
Melayu dan Minangkabau merupakan penduduk yanggakdikit jumlahnya di

Dusun Suluk Bongkal.
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Untuk mengetahui klasifikasi penduduk Dusun Sulwndgkal di atas
terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuseperti dapat kita lihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Klasfikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Jenis

Kelamin
No JenisKelamin Jumlah
1. | Laki-laki 90 Orang
2. | Perempuan 70 Orang
Jumlah 160 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Berdasarkan tabel diatas bahwa penduduk Dusun Rdukkal yang
berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada@uduk yang berjenis kelamin
perempuan. yakni berjumlah 90 orang, sementarayglekdyang berjenis kelamin
perempuan berjumlah 70 orang.

Dengan tingkat umur yang bervariasi seperti dapétatl pada tabel

dibawah ini :

Tabel 4.3 Klasfikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Umur

No. Umur L aki-laki Perempuan Jumlah

1. | 0 — 10 Tahun 15 Orang 12 Orang 27 Orang
2. | 11— 20 Tahun 16 Orang 10 Orang 36 Orang
3. | 21— 30 Tahun 23 Orang 20 Orang 43 Orang
4. | 31 - 40 Tahun 20 Orang 13 Orang 33 Orang
5. | 41 — 50 Tahun 10 Orang 11 Orang 21 Orang
6. | 50 Tahun Keatas 6 Orang 4 Orang 10 Orang

Jumlah 90 Orang 70 Orang 160 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Beringin, 2009
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Dari rincian tabel diatas menunjukkan bahwa penkudusun Suluk
Bongkal yang berumur 21 — 30 tahun merupakan pendydng paling banyak
dengan jumlah 43 orang. Sedangkan penduduk Duduik Bangkal yang paling
sedikit yaitu berkisar dari umur 50 tahun keatasgde jumlah 10 orang. Dengan
demikian bahwa generasi muda yang akan meneruskdémnya roda
pemerintahan dan pembangunan di Dusun Suluk Bondgdaih banyak
dibandingkan generasi yang sudah tua.

b. Pendidikan

Masyarakat Dusun Suluk Bongkal pada umumnya bisambaea dan
menuilis, hanya sedikit masyarakat Dusun Suluk RBaehg/ang belum bisa
membaca dan menulis. Meski demikian masyarakat DuSuluk Bongkal
mayoritas hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dalamigi&ad formal.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pelkdid masyarakat

Dusun Suluk Bongkal dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Tidak Sekolah 10 Orang
2 | Sekolah Dasar 85 Orang
3 | Sekolah Menengah Pertama 55 Orang
4 | Sekolah Menengah Atas 10 Orang
5 | Perguruan Tinggi -

Jumlah 160 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendudulsubd Suluk
Bongkal yang hanya menamatkan pendidikannya dilSeKoasar cukup banyak,

ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat DuS&uiuk Bongkal masih
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sangat rendah dan tidak ada masyarakat Dusun SBdokkal yang mampu
menamatkan pendidikan sampai pada tingkat pergunuga.

Untuk menyelenggrakan pendidikan formal, di Dusuiuls Bongkal
hanya tersedia Sekolah Dasar (SD) darurat dengslitafs yang tidak layak.
Sarana pendidikan untuk tingkat SMP, SMA dan PerguiTinggi belum tersedia
di Dusun Suluk Bongkal, begitu juga di Desa Bewmngi

c. Mata Pencaharian

Sesuai dengan daerah yang memiliki iklim tropisgyéerada ditengah
hutan, mata pencaharian masyarakat mayoritas adp&thni, dan mata
pencaharian masyarakat yang lainnya adalah bum#mHhapas dan pedagang.

Untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian makgaDusun Suluk

Bongkal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Dusun Suluk Bongkal

No Mata Pencaharian Jumlah
1. Petani 90 Orang

2. Pedagang 10 Orang

3. Buruh Harian Lepas 30 Orang

4. Tanggungan Orang Tua 30 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyaf@ksun Suluk
Bongkal bermata pencaharian sebagai petani untukemehi kebutuhan hidup
sehari-hari yang berjumlah 90 orang. MasyarakatuDuSuluk Bongkal pada
umumnya yang berkerja sebagai petani menanam abi, gelapa, karet dan
sawit. Sebagian masyarakat Dusun Suluk Bongkal guigayang berkerja sebagai

buruh harian lepas di perusahaan perkebunan diasekilayah dusun yang
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berjumlah 30 orang. Jumlah penduduk yang berket@gai buruh harian lepas
sama jumlahnya dengan penduduk yang masih dalagguagan orang tua.
Sedangkan penduduk yang berkerja sebagai pedagangakan jumlah yang
paling sedikit yakni 10 orang.

Dapat tergambar bahwa lapangan pekerjaan sangaih ndinwilayah
Dusun Suluk Bongkal meskipun industrialisasi tetaedsuk ke wilayah tersebut.

d. Agama

Sejak awal masyarakat Dusun Suluk Bongkal telahgarem agama
Islam. Saat ini penduduk Dusun Suluk Bongkal magemimemeluk agama Islam,
sebagian masyarakat khususnya masyarakat suku Betaleluk agama Kristen

Protestan. Untuk lebih jelas dapat dilihat padaltherikut :

Tabel 4.6 Agama Penduduk Dusun Suluk Bongkal

No Agama Jumlah
1. |Islam 128 Orang
2. | Kristen Katolik -
3. | Kristen Protestan 32 Orang
4. | Budha -
5. | Hindu -
Jumlah 160 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Beringin, 2009

Dari tabel di atas sangat jelas diketahui bahwalpaumk Dusn Suluk
Bongkal mayoritas memeluk agama Islam yang berjuri28 orang. Sedangkan
penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan tefjuB2 orang. Sementara
penduduk yang memeluk agarama Kristen Katolik, Budidin Hindu tidak ada.

Di Dusun Suluk Bongkal hanya ada dua rumah ibadatuk penduduk

yang memeluk agama Islam yakni satu unit masjidsddn rumah ibadah untuk
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penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan ygeja. Sementara tempat
ibadah yang lain tidak ada.
e. Adat Istiadat

Dalam hal adat istiadat masyarakat Dusun Suluk Balngang manjadi
aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masgath&amping aturan-aturan
yang bersumber dari negara adalah adat istiadati.Sd&l ini tergambar dalam
sistem kekerabatan sosial masyarakat Dusun Sulukk&b. Masyarakat Dusun
Suluk Bongkal mengatakan hal tersebut adalah adag yteradat. Meskipun
kondisi masyarakat yang sudah heterogen, namurtexdabut tetap dilaksanakan
dan tidak terikat bagi masyarakat yang bukan bedasaSuku Sakai.

Sistem kekerabatan sosial tersebut mengatur beberah yakni
pedoman bagi pembentukan serta hak hidup keluaaya rdmah tangga,
hubungan antara suami dan isteri, hubungan antsanm® saudara kandung,
dengan orang tua dan kerabat-kerabat lainnya. Begyarakat Dusun Suluk
Bongkal hubungan kekerabatan adalah landasan elavupudan kehidupan sosial
masyarakat mereka. Kehidupan di ladang dan menduléan dengan segala
tantangan dan resiko hanya dapat diatasi dan whjata dengan baik dengan
berkerjasama dan saling mempercayai.

Masyarakat Dusun Suluk Bongkal sudah berbaur skyaia, hal ini
terlihat pada kehidupan masyarakat yang meskipuiapat perbedaan-perbedaan
dari setiap suku namun dengan mudah dapat dipatesara bersama meskipun
terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaddelgan setiap upacara adat
atau perhelatan dari salah satu suku yang ada mpaggarakat Dusun Suluk

Bongkal dilaksanakan dengan bersama dan salinghroangti.
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BABV

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1l Faktor Penyebab Sengketa Kepemilikan Tanah

V.1.1 Kronologis Sengketa Kepemilikan Tanah

Pada tahun 1986 pemerintah melalui Surat Keputubenteri
Kehutanan No. 173/Kpts-11/1986 tentang PenunjukaeaRl Hutan Di Wilayah
Propinsi Dati | Riau Sebagai Kawasan Hutan. Meldtaputusan itu telah
ditetapkan bahwa di Provinsi Riau kawasan hutaagiiinenjadi lima kategori
diantaranya :

1. Hutan Lindung seluas 397. 150 Hektare

2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas 451. 2Kk

3. Hutan Produksi Terbatas seluas 1. 971. 553 Hektare

4. Hutan Produksi Tetap 1. 866. 132 Hektare

5. Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan Laluas
4.770. 085 Hektare

Dari klasifikasi diatas dapat dijumlahkan bahwa lpimluas kawasan
hutan tetap seluas 4. 686. 075 Ha dan hutan pro&oksersi dan penggunaan
lain seluas 4. 770. 085 Ha. Kebijakan ini menjaaBat atas penerbitan izin usaha
dalam bidang kehutanan di Provinsi Riau.

Kemudian berdasarkan pada keputusan Menteri Keamtaentang
penetapan areal hutan di Provinsi Riau sebagaidmivatan maka terbitlah Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/Kpts-11/1992 §b. 743/Kpts-11/1996

tentang Penyediaan Hak Pengusahaan Hutan Tanachastrirkepada PT. Arara



48

Abadi di wilayah Propinsi Dati | Riau seluas 2995%a. Luas konsesi tersebut
berada di Kabupaten Kampar seluas 14. 594 Ha, dup&aten Bengkalis seluas
44. 232 Ha, di Kabupaten Siak seluas 116. 616 H&abupaten Rokan Hilir
seluas 17. 448 Ha, di Kabupaten Pelalawan seluas468 Ha dan di Kotamadya
Dumai seluas 4. 620 Ha. Dalam surat keputusanbigrgada ketetapan pertama
dijelaskan bahwa luas dan letak areal definitif HPlersebut ditetapkan oleh
Departemen Kehutanan setelah dilakukan pengukuesm pknataan batas di
lapangan, namun kenyataan di lapangan pengukunanpeaataan batas areal
HPHTI PT. Arara Abadi menurut Dinas Kehutanan RisvRiau pengkuran dan
penetapan batas yang telah dilakukan pada arealTHPH. Arara Abadi baru
dilakukan pada batas luar areal konsesi, sememiai@s dalam areal konsesi
belum dilakukan pengukuran dan penetapan tata.batas

Pada ketentuan kedua dalam SK tersebut menjeldsitama penetapan
batas areal kerja dilakukan selambat-lambatnya Runtasejak SK tersebut
ditetapkan. Kemudian dalam ketetapan keempat dinapabila dalam areal
HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah mp#rkampungan, tegalan,
persawahan atau telah diduduki atau digarap olélakpketiga maka lahan
tersebut dikeluarkan dari areal HPHTI.

Dusun Suluk Bongkal sebagaimana tercantum dalam baem
Pemerintah Kabupaten Bengkalis No. 0817 — 22 083871.-0618 — 54 0616 63
pada tanggal 15 Mei 2007 seluas 4. 586 Ha. Memsgjarahnya Dusun Suluk
Bongkal telah ada sejak 1817 M dan pada zaman &arabiak Sri Indrapura
Dusun Suluk Bongkal termasuk dalam wilayah yangl&dat pada Kerajaan Siak

Sri Indrapura. Sebelum PT. Arara Abadi mendapatkemdi wilayah tersebut,
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PT. Caltex Pasific Indonesia (sekarang bernamaC®iEvron) telah beroperasi.
Pada tahun 1975 PT. Chevron pernah melakukan peséebdahan seluas 500
Ha d iwilayah Dusun Suluk Bongkal.

Pada tahun 1993 PT. Arara Abadi telah memulai grosgjanya di
wilayah Dusun Suluk Bongkal. Berdasarkan keterangmmy diperoleh bahwa
sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat détiafirara Abadi muncul ke
permukaan pada tahun 2001, menurut Khalifah Isrfiédpala Dusun Suluk
Bongkal) pada tahun 2005 masyarakat menuntut peanbuata batas areal
pelepasan PT. Chevron seluas 500 Ha yang termadakndareal HPHTI PT.
Arara Abadi namun realisasi dari tuntutan tersédmitm pernah dipenuhi oleh
perusahaan dan pemerintah. Hal ini kemudian mekgdncuan bagi pemerintah
desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah)(SKbagai legalitas
kepemilikan tanah. Karena dikhawatirkan akan masgaillam areal HPHTI PT.
Arara Abadi.

Direktur PT. Arara Abadi dalam wawancara dengan &luniRight
Watch (2002) mengakui bahwa hampir semua masalamdean mereka bukan
bersumber dari penebangan liar melainkan tuntutas kahan tradisional oleh
masyarakat lokal. Reformasi 1998 telah memberikabekanian kepada
masyarakat untuk memperjuangkan hak. Pada tahub @8@am Berita Acara
Kesepakatan Penyelesaian Masalah Lahan Di Km 4RrD8sluk Bongkal Desa
Beringin Kecamatan Pinggir yang dihadiri oleh pedtean PT. Arara Abadi
diantaranya Edi Wardoyo, Jordan Masro, Mulyadi, dakSembiring kemudian

perwakilan masyarakat Dusun Suluk Bongkal diant@aihalifah Ismail,
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Rasyidin, Loceng dan disaksikan oleh Kepala Desingi@ Suandi dan Camat

Pinggir Nurcahaya, BA yang menyepakati 7 point yalagai berikut :

a)

b)

d)

f)

9)

Pihak perusahaan tidak akan menanam kembali ak&gipun lahan yang
telah dipanen (dibersihkan) yang berada dalam afiiaareal 500 Ha yang
menjadi milik masyarakat Dusun Suluk Bongkal.

Pihak masyarakat Dusun Suluk Bongkal berjanji tidktn menghalangi
ataupun mengganggu akasia yang akan dipanen bagkbgrada di areal
500 Ha maupun yang berada di areal konsesi PTaAbadi

Pihak perusahaan menjamin tidak akan melakukamiifdisi dalam
bentuk apapun terhadap masyarakat Dusun Suluk Bbnggrkaitan
dengan penyelesaian lahan 500 Ha.

Pihak perusahaan dan pihak masyarakat sepakat bahaa500 Ha yang
akan diukur dan diberi pembatas berupa parit adaladn yang berada
diluar konsesi PT. Arara Abadi.

Pihak perusahaan akan melaksanakan rintisan se&atigembuat batas
lahan konsesi perusahaan dengan lahan masyarakah Buluk Bongkal
berupa parit dengan batas waktu paling lambat 2e005.

Peta yang digunakan dalam melaksanakan rintisataladaeta yang
dibuat/dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.

Pada saat pengukuran lahan akan dihadiri oleh pipakerintah,
perusahaan dan masyarakat.

Berita acara kesepakatan bersama tersebut dibwd fenggal 2

Februari 2005 di Kantor Camat Pinggir. Namun realislari point-point tersebut
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di atas belum dilaksanakan. Hal ini sangat mempehgadalam proses
kepemilikan tanah oleh masyarakat di wilayah DuSuluk Bongkal.

Pada tahun 2006 masyarakat Dusun Suluk Bongkal &iemmelakukan
pengaduan di Mapolsek Pinggir terkait tindakanmidatif yang dilakukan oleh
oleh security PT. Arara Abadi yang telah mengorlankahan pertanian dan
rumah warga. Kemudian pada tanggal 12 Agustus Z00tpinan PT. Arara
Abadi mengirimkan surat No : 047/Pem.I/AA.Duri-l26 kepada masyarakat
Dusun Suluk Bongkal yang berisikan bahwa masyarakatus segera
meninggalkan, membongkar rumah, mencabut tanamaam&adelah melakukan
perambahan hutan. Hal ini kemudian membuat persc&iaakin keruh, ditengah
ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah, bettas areal produksi dan
wilayah administrasi dusun yang belum ditetapkarrugahaan melakukan
tindakan yang mengancam ketentraman warga. MeRasyidin (Ketua RW 04
Dusun Suluk Bongkal) surat pemberitahuan terseioiatk tmemiliki landasan,
karena selama ini wilayah tersebut merupakan termgahukim dan berladang
masyarakat secara turun temurun.

Persoalan ini kemudian membuat warga Dusun SulukgBa terus
melakukan perjuangan untuk merebut kembali tanady yaidah mereka miliki
sejak dahulu. Menurut Hernan K (Sekretaris DesanBar) persoalan sengketa
kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun SulukgBaindengan PT. Arara
Abadi dikarenakan oleh perusahaan belum melakukambpbasan terhadap
tanah-tanah tersebut dan tidak mengakui sejaraktar@dran pada wilayah

tersebut. Upaya yang dilakukan masyarakat adalabashemendesak pemerintah
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untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa keagamiltanah antara
masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Pada tanggal 26 November 2006 masyarakat Dusumk SRibngkal
mendatangi DPRD Provinsi Riau didampingi oleh Piof. H. Tabrani Rab
(Tokoh Masyarakat Riau), Jhony Setiawan Mundung, (SiPektur Eksekutif
Walhi Riau), dan Komite Perjuangan Pembebasan TRa&lat Riau (KP2TR2).
Dalam pertemuan di DPRD Provinsi Riau yang dipimmeh H. Sofyan Hamzah
(Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau) telah disepakathtva DPRD Provinsi Riau
akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk manangasalah ini dan
menegaskan kepada PT. Arara Abadi untuk tidak mkkk tindakan yang
mengancam kepada masyarakat. Namun tindakan imatifintedk surut dilakukan
oleh PT. Arara Abadi menurut pengakuan Khalifah dgndalam wawancara
bersama penulis (24/12/09). Ketika itu, kejadiajaflen serupa juga terjadi di
desa-desa lainnya baik di Kecamatan Pinggir Kalemp&engkalis maupun di
Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis Kabupaten. $i&lbat dari hal
tersebut Komisi A DPRD Provinsi Riau kembali merigggertemuan dengan
mengundang Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinasutéetan Kabupaten
Bengkalis dan Siak, serta dari PT. Arara Abadi. Narpertemuan tersebut tidak
dapat mencapai mufakat.

Pada tanggal 6 — 8 Maret 2007 masyarakat Dusurk 8angkal beserta
masyarakat dari desa lainnya yang berkonflik den§dn Arara Abadi di
Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kampar yang didamplgh organisasi
kemahasiswaan, pemuda, LSM Lingkungan Hidup yargabeing dalam Sentral

Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) melakukan demonstiasdepan Kantor
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Gubernur Riau menuntut agar pemerintah mengamlijak@n dalam rangka
upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanahaamasyarakat dengan PT.
Arara Abadi di Provinsi Riau. Pada tanggal 8 M&@07 Pemerintah Provinsi
Riau melalui Surat Gubernur Riau No : 100/P.H 1. €ifat . penting, perihal
Upaya Penylesaian Permasalahan PT. Arara Abadi ddendasyarakat yang
ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik IndaneBalam surat tersebut
menjelaskan tentang beberapa langkah-langkah dalanyikapi permasalahan
tersebut dianataranya :

1. Memfasilitasi penyelesaian konflik masyarakat den&d. Arara Abadi
terhadap sengketa lahan yang berada/bersinggurayeyanl areal HPHTI
PT. Arara Abadi.

2. Peninjauan lapangan oleh Tim Pemerintah ProvinsiuRian DPRD
Provinsi Riau (Komisi A) di lahan yang bersengketa.

3. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007, PemerintakirfdioRiau telah
memanggil langsung pimpinan PT. Arara Abadi untidmimta tanggapan
atas permasalahan ini dan pihak perusahaan telayatagan bahwa akan
menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebwtakppmerintah.

4. Menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota yangapadlayahnya
terdapat areal HPHTI PT. Arara Abadi untuk membleigtan menugaskan
tim melakukan inventarisasi lahan yang bersengketa.

Untuk selanjutnya dalam surat tersebut menyebuti@mva langkah
yang ditempuh diatas, sesuai dengan kewenanganagingada kami sampai saat
ini tuntutan yang disampaikan masyarakat belum mekan solusi

penyelesaiannya. Untuk itu mengingat permasalaharakdud terkait dengan
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kewenangan Pemerintah dalam hal ini Departemen tdehn, kiranya Bapak
Menteri dapat memberikan arahan lebih lanjut. Sieatebut mendapat jawaban
dari Menteri Kehutanan melalui surat No : S.319/MEN'-VI/2007, sifat
penting, perihal : Upaya Penyelesaian Permasal&TanArara Abadi Dengan
Masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Riau.amalsurat tersebut
menjelaskan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui langkah-lahgkyang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau dengan menksikan
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk tim nukiak
identifikasi, inventarisasi, dan rekonstruksi and®HTI PT. Arara Abadi
dan lahan tuntutan masyarakat yang bersengketh, kaleena itu perlu
segera dilaksanakan di lapangan secara baik.

2. Selanjutnya sebagaimana langkah-langkah yang didakerlu kami
sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi acuamdatnyelesaian
konflik lahan tersebut, sebagai berikut :

a. Terhadap lahan yang telah menjadi tanah milik, gragungan,
tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digaletp pihak
ketiga secara sah dan telah ada sebelum SK. HRHPHHK-HT
diterbitkan dapat dikeluarkan dari areal kerja I[UHHHT atau
dieclave dan diukur luas secara akurat.

b. Sedangkan terhadap kegiatan perambahan hutan/okypag
terbukti melanggar ketentuan agar diproses seastani sesuai

Perundang-Undangan yang berlaku.
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c. Masyarakat hukum adat perlu diperhatikan untuk rapatkan
pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahtaraara
lain melalui alokasi tanaman kehidupan sesuai kedendalam
Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-11/1995gtal 6
Pebruari 1995 tentang Tata Ruang Hutan Tanamanstimdo.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2€0&gal 4
April 2006.

3. Agar segera melaporkan hasil inventarisasi lahangksta yang
dilaksanakan oleh Tim Kabupaten/Kota disertai redodasi saudara
untuk penyelesaian konflik lahan tersebut sebagdiab penyelesaian
lebih lanjut di Departemen Kehutanan.

4. Setiap penetapan dan pengukuran/tata batas emtlakekan setelah ada
keputusan penyelesaian dari Menteri Kehutanan,odikoir oleh Badan
Planologi Kehutanan dan dilaksanakan bersama deRganitia Tata
Batas.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat GubernuufNa : 100/PH/14.
06, perihal : Inventarisasi dan Rekonstruksi AtdBHTI PT. Arara Abadi yang
ditujukan kepada Bupati Bengkalis, Kampar, Pelatgw&iak, Rokan Hilir dan
Walikota Pekanbaru tanggal 8 Maret 2007. Dalamtsta@sebut menjelaskan
bahwa dikarenakan belum adanya solusi penyelepalamasalahan lahan antara
masyarakat dengan PT. Arara Abadi dengan ini udapat melakukan hal-hal

sebagai berikut :
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1. Identifikasi, inventarisasi dan rekonstruksi are®HTI PT. Arara Abadi
dan lahan tuntutan masyarakat yang bersengketdajialv pemerintahan
masing-masing.

2. Memfasilitasi pertemuan antara Pimpinan PT. Ararbad\ dengan
perwakilan masyarakat dalam rangka menyelesaikarmgsalahan
dimaksud.

3. Melaporkan hasil penyelesaian permasalahan yaraip tdicapai pada
kesempatan pertama kepada Gubernur Riau c.q Bimeftgahan dan
Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat GubernuuRa : 100/PH/15.
06, sifat penting, perihal : Pelaksanaan Inverdarislan Rekonstruksi Areal
HPHTI yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Arara Abdtanggal 8 Maret
2007. dalam surat tersebut dijelaskan dalam up@&yggbesaian permasalahan
lahan tuntutan masyarakat di areal HPHTI PT. ArAkadi yang berada di
Provinsi Riau dengan ini disampaikan bahwa Pen#rirRrovinsi Riau telah
mengistruksikan kepada Bupati/Walikota untuk mekaku identifikasi,
inventarisasi dan rekonstruksi areal HPHTI PT. Arskbadi yang dituntut
masyarakat setempat. Sehubungan dengan hal itu rirtaheProvinsi Riau
meminta kepada PT. Arara Abadi untuk dapat berkanmem dan membantu
kelancaran kegiatan tersebut.

Persoalan yang terjadi selanjutnya permasalahagkstnkepemilikan
tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadrasewaum dan di wilayah
Dusun Suluk Bongkal secara khusus sampai saatliaimbterselesaikan. Konflik

sosial kerap terjadi di lapangan ketika masyarakampertahankan tanah yang
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dimilikinya. Pada 5 Desember 2007 Kepolisian Nedepublik Indonesia Resort

Bengkalis menetapkan wilayah yang dipersengketakasyarakat di Dusun

Suluk Bongkal sebagai lahan status quo, hal inbakdari perselisihan yang

terjadi di lapangan antara masyarakat dengan pgwasa Sejak saat itu

permasalahan ini semakin memicu konflik sosialagiahgan. Perusahaan yang
harus terus melakukan kegiatan produksi dalam mianenanam pohon akasia
sebagai bahan baku kertas dan masyarakat yang megaanfaatkan tanah

tersebut sebagai alat produksi pertanian selalu baetarkan perusahaan dan
masyarakat di lapangan.

Pada tanggal 17 Januari 2008 masyarakat Dusun Badlogkal beserta
masyarakat korban sengketa kepemilikan tanah ddA@jaArara Abadi dari desa
lainnya yang berasal dari Kabupaten Bengkalis, 8sakKampar didampingi oleh
Serikat Tani Riau (STR) dan Sentral Gerakan RaRyal (SEGERA) melakukan
pertemuan di Kantor Gubernur Riau yang dihadirhadie¢ Said Amir Hamzah
(Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan g8anProvinsi Riau),
Andreas Ginting, SH (Kepala Kantor Wilayah Badant&®han Nasional RI
Provinsi Riau), Drs. H. Syamsuar (Wakil Kepala Bifkehutanan Provinsi Riau)
dan Syamsurizal, SH (Kepala Kantor Satpol PP PspWmu). Dalam pertemuan
tersebut masyarakat menyampaikan kepada pemeririahwa proses
penyelesaian yang telah ditempuh oleh pemerintalumbedirasakan oleh
masyarakat serta hingga saat itu tindakan-tindakanidatif yang dilakukan oleh
perusahaan di lapangan terhadap masyarakat maisit) tjadi.

Menurut Khalifah Ismail (Kepala Dusun Suluk Bongkg@lada saat

wawancara bersama peulis permasalahan dengan &FB Albadi semakin sering
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terjadi di lapangan, bahkan terjadi bentrokan antaasyarakat dengan pihak
pengamanan PT. Arara Abadi dan staf perusahaampdingan. Melihat hal
tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 masyarakat kasbagketa kepemilikan tanah
dengan PT. Arara Abadi baik yang berada di DusunkSBongkal maupun di
daerah lain melakukan pertemuan dengan Anggota DPiRisi Riau dan TIM
Terpadu Penyelesaian Konflik Agraria Kabupaten/KoRertemuan yang
dipimpin oleh Drh. H. Chaidir, MM (Ketua DPRD Progi Riau) dan dihadiri
oleh Drs. H. Badrun A. Saleh (Anggota DPRD ProviRsau), Rusdaryanto
(Anggota DPRD Provinsi Riau), Ir. H. Yudha Baktin@gota DPRD Provinsi
Riau), Taufan Andoso Yakin (Anggota DPRD Provinsial, Taufigq
Hidayatullah, LC (Anggota DPRD Provinsi Riau) damtian E. Manurung
(Anggota DPRD Provinsi Riau). Dari Pemeintah PreviRiau diwakili oleh Ir.
H. Nasrun Saleh (Asistem | Sekretariat Daerah BsiviRiau), Agus
Kamaruzaman (Wakil Kepala Dinas Kehutanan ProviRgu), Timothy S.
Daryanto (Kabag PUOD), Agusnizar (Kasubbag PUM)mé&len (Kasi
Pengamanan Hukum), Toni Herman (Dishut ProvinsuRa@an Sudirman (Staf
Biro Pemerintahan).

Tim terpadu Kabupaten/Kota hanya dihadiri oleh Tinerpadu
Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Burhanuddissisten Tata Praja
Setdakab Bengkalis), Wan Suhelmi (Kepala Dinas Kkatan Kabupaten
Bengkalis), Najamuddin (Kepala Bagian Tata Pemahiasa Setdakab Bengkalis),
Ismail (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis),n\®alik (Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkalis), EImunir (Dinas Kehutanan Keften Bengkalis), Albano

Amaral (Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis), dawlra HB (Dinas
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Kehutanan Kabupaten Bengkalis). Unsur masyara&iaind pertemuan tersebut
didampingi oleh Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERZalam pertemuan
tersebut menyimpulkan beberapa hal yakni :

1. DPRD Provinsi Riau memimta Pemerintah Provinsi Riaatuk
membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan unsur DIPRIYinsi Riau
(Komisi A dan B), Pemerintah Provinsi Riau, Pem@tinKabupaten/Kota
yang terkait serta Sentral Gerakan Rakyat Riau €8&) untuk duduk
dalam satu kelompok kerja (POKJA) guna mengiddewatsi dan
merumuskan penyelesaian konflik agraria yang midéra masyarakat
dengan PT. Arara Abadi

2. DPRD Provinsi Riau akan membicarakan kembali reagaambentukan
Panitia Khusus (PANSUS) pembahasan penyelesaidiikkagraria yang
melibatkan masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Dalam perjalanan penyelesaian permasalahan tersgdy selalu
menjadi hambatan adalah realisasi dari kebijakang ygelah diambil oleh
pemerintah. Hal inilah yang pada akhirnya kembaimitu konflik sosial antara
masyarakat dengan perusahaan di lapangan. Padgaltal®§y Desember 2008
penggusuran secara besar-besaran dilakukan oleArB Abadi yang diback-
up oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia DaeRadwu (POLDA Riau).
Insiden yang mengorbankan dua orang balita tersdiakibatkan oleh klaim
antara dua pihak dalam hal ini perusahaan dan madstaterhadap tanah di
wilayah Dusun Suluk Bongkal. Pihak perusahaan memurul Huda (Humas
PT. Arara Abadi) di Riau Pos (19/12/2008) mengapdgghwa masyarakat telah

melakukan okupasi (perambahan) terhadap HPHTI rRilik Arara Abadi maka
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dari itu perusahaan meminta agar pihak kepolisiapatl melakukan tindakan
sesuai dengan hukum yang berlaku terhadp masyarakgtmelakukan tindakan
tersebut. Menurut Khalifah Ismail dalam wawancaeagian penulis menjelaskan
bahwa wilayah yang sekarang ditempati masyarakdtikumerladang dan
bertempat tinggal merupakan areal yang termasukndavilayah Dusun Suluk
yang sejak dulu.

Peristiwa tersebut berbuntut terhadap pemenjar&ampetani Dusun
Suluk Bongkal oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. r@gie yang dipimpin
langsung oleh Kombes. Syaiful Bahri (Wakapolda Ridan AKBP. Alexander
Mandalika (Dirreskrim Polda Riau) dengan mengerahtiga satuan Polres yakni
Polres Bengkalis, Rokan Hilir dan Polresta Dumainmtemaksa warga untuk
dievakuasi keluar dari wilayah yang dipersengketakalam kejadian tersebut
rumah dan ladang penduduk beserta harta bendaolelitgdan api karena dibakar
oleh petugas. Kondisi represif ini berlangsungrealéiga bulan di wilayah Dusun
Suluk Bongkal, lokasi tempat penggusuran secararfiesaran tersebut terjadi
dijaga ketat oleh sejumlah pasukan Brimob dari &&tcau. Proses penangkapan
warga pun terjadi sehingga ketika itu kondisi disb Suluk Bongkal manjadi
sangat mencekam dan membuat warga takut untuk kekebleampung halaman
menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Suluk Bohgkandisi tersebut juga
berakibat terhadap sulitnya proses evakuasi, doktasedan investigasi yang
dilakukan oleh Tim Investigasi dari Solidaritas RakUntuk Keadilan (SORAK)
menurut Jhony Setiawan Mundung, SP (Direktur EksekMalhi Riau) dalam

wawancara dengan penulis.
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Dikarenakan oleh peristiwa tersebut warga DusunukSuBongkal
mendesak agar pemerintah segera mengambil kebijed&ait persoalan ini.
Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh PemeriRtadvinsi Riau. Upaya yang
selanjutnya dilakukan oleh masyarakat adalah dengataporkan kejadian
tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manus@r(nas HAM) di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2008. Dalam surat KomAag No : 2904/KPMT-
WATUA/XII/08, tanggal 22 Desember 2008, Hal : Pantaan Untuk Mengusut
Secara Cepat, Tuntas dan Objektif Kasus Penyeragarat Kepolisian Polda
Riau dan Polres Bengkalis Terhadap Masyarakat DuSuiuk Bongkal,
Bengkalis — Riau yang ditujukan pada Kepala KepnlisNegara Republik
Indonesia di Jakarta. Dalam surat tersebut Komned Fheminta kepada Kapolri
untuk :

1. Memberikan penjelasan secara objektif dan transpatas kasus ini
karena dilaporkan telah mengakibatkan kematiarud)(drang anak-anak
dan mencabut hak atas rasa aman dan nyaman warga.

2. Mengusut tuntas kasus ini termasuk menindak oknepolisian yang
telah bertindak brutal sehingga mencabut hak ases aman dan nyaman
dan dilaporkan merenggut hak hidup 2 (dua) orards.an

3. Menarik seluruh aparat kepolisian dari wilayah DuSwluk Bongkal dan
memberikan akses bagi warga dan pekerja kemanusigak masuk ke
dusun tersebut untuk membantu warga memulihkardkphinnya.

4. Mengedepankan dialog kepada warga masyarakat dgritgaa PT. Arara
Abadi dengan melibatkan pihak Departemen Kehutadan Badan

Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan konfliresgmi.
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5. Memulihkan hak atas rasa aman dan nyaman sertarfss&ma dengan
pemerintah daerah setempat merehabilitasi dan raetiggn aset warga
yang telah rusak akibat penyerangan aparat kepolisi

Dalam kunjungan M. Ridha Saleh (Wakil Ketua Komi4&M) ke
Dusun Suluk Bongkal pada 27 Desember 2008 telatetapkan bahwa insiden
18 Desember 2008 di Dusun Suluk Bongkal adalahnggran HAM (Tribune
Pekanbaru tanggal 28 Desember 2008 Hal. 1). Dalaat &omnas HAM No :
001/K/PMT-WATUA 1/1/2009, tertanggal 5 Januari 2Qerihal : Permohonan
Warga Dusun Suluk Bongkal untuk menempati lahan bedimagar dapat
memanen hasil pertanian yang ditujukan kepada @ubeRiau. Dalam surat
tersebut Komnas HAM mendesak agar permohonan tdrsdibndak lanjuti
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meaigimehwa setiap orang
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan mkatkgn taraf
kehidupannya sebagaimana dijamin dalam ketentusal Baayat (1) UU. No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Kesimpulan Dialog Para Pihak Membahas Kordiikara PT.
Arara Abadi dengan Masyarakat pada tanggal 23 Ne0@9 di Kantor Komnas
HAM di Jakarta sebagai tindak lanjut dari pemantakiamnas HAM atas kasus
ini pada tanggal 11 s/d 14 Februari 2009. Dalanteparan tersebut dihadiri oleh
Departeman Kehutanan Republik Indonesua, Pemerirabvinsi Riau,
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabopatampar (yang
sebenarnya mengundang Pemerintah Kabupaten layamgaterkait namun tidak
hadir) serta perwakilan masyarakat. Dalam pertenteasebut menyimpulkan

beberapa hal sebagaimana berikut :
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1. Diperlukan tim terpadu yang terdiri atas Komnas HARemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Departemen Kehnfatan perwakilan
masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan pdamasani;

2. Agar masing-masing pihak menunjuk perwakilan yatanaduduk dalam
tim dengan diberikan kuasa penuh untuk mengampiltkesan;

3. Agar dilakukan penundaan kegiatan di lokasi ataayah yang masih
bermasalah/konflik.

Dalam wawancara penulis bersama Suandi (Kepala Besagin) saat
ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta Penag¢rilesa se Kecamatan
Pinggir sedang melakukan inventarisasi terhadaghtgang bersengketa dengan
PT. Arara Abadi dimasing-masing desa. Hal ini jaen untuk nantinya diajukan
kepada Menteri Kehutanan RI guna dilaksanakanngtaes terhadap areal-areal

yang harus dikeluarkan dari areal HPHTI PT. Arabad.

V.1.2 Faktor Penyebab Sengketa K epemilikan Tanah

Berdasarkan observasi penulis terkait sengketankiéigan tanah antara
PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bandkesa Beringin
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Rliaababkan oleh beberapa
hal diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Belum ditetapkannya tata batas dalam sebagai acoark melakukan
enclave pada areal HPHTI PT. Arara Abadi sebagaant@rcantum dalam
SK Menteri Kehutanan RI No. 743/Kpts-11/1996 tergaAreal Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abatlayah Provinsi

Dati | Riau.
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2. Tapal batas areal 500 Ha yang dibebasakan olelCRdvron pada tahun
1975 kepada masyarakat Dusun Suluk Bongkal yanguéterm masuk
dalam areal HPHTI PT. Arara Abadi yang sampai sadielum dibuatkan
tapal batas.

3. Lemahnya administrasi kepemilikan tanah yang dkindieh masyarakat
dan kurangnya pengakuan terhadap sejarah pertanbdiaperusahaan.

4. Minimnya pengawasan pemerintah dalam hal ini Depaeh Kehutanan
dan Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan lioklastri PT. Arara
Abadi yang bersinggungan dengan tanah yang sudaitikilioleh pihak
ketiga dalam hal ini masyarakat.

5. Tindakan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaatam menghadapi
masyarakat dilapangan dan arogansi sikap perusateam melakukan
negosiasi dengan masyarakat yang menjadi pemidlikksosial.

Hal tersebut diatas dalam pengamatan penulis adakibr penyebab
yang paling mendasar dalam sengketa kepemilikaahtantara PT. Arara Abadi
dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa BeriKgicamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Faktor penyetmbebut diatas memiliki
saling keterkaitan diantara satu dengan yang lainny

Dalam ketentuan kedua point 2 (dua) SK. Menteri (Kahan No.
743/Kpts-11/1996 telah diatur kewajiban PT. Ararbadli sebagai pemegang Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HHTI) adalataksenakan penataan
batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (duahtadjak ditetapkan keputusan
ini. Hal ini merupakan aspek yang sangat menentygdannya proses produksi

perusahaan di areal HPHTI yang telah diberikargerk@apenataan batas areal kerja
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akan sangat menentukan dalam penyelesaian perimasadangan pihak ketiga
yang berada disekitar kawasan hutan.

Kemudian pada ketetapan keempat point 1 (satulbulisen bahwa
apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tandndustri (HPHTI)
terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, @ewungan, tegalan,
persawahan atau telah diduduki dan digarap olelakpietiga, maka lahan
tersebut dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengwsaltutan Tanaman Industri
(HPHT]I) serta dalam point dua (2) disebutkan babpabila lahan tersebut dalam
ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan Hak Peapaan Hutan Tanaman
Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukaehdPT. Arara Abadi dengan
pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan keienperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

Menurut Djajono (2005) permasalahan pada bidangitkelan adalah
permasalahan tenurial, yakni hak pemangkuan daguasaan terhadap lahan dan
sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Palafm@s ini bisa juga
dikatakan sebagdand ownership yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap
lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingas lahan. Bagi pemerintah
acuannya jelasa dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentagigutanan bahwa
kawasan hutan dikuasai oleh negara termasuk peaggbengaturan
terhadapnya, sedangkan hutan adat merupakan wilagdyarakat adat atau
masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan. iNemun bagi sebagian
besar masyarakat (khususnya masyarakat hukum &datgsan hutan tersebut
secara de facto adalah merupakan hutan adat y&ogsdi oleh masyarakat,

bukan merupakan bagian dari hutan negara. Pengakwgan adat oleh
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masyarakat dalam undang-undang memang telah disehut namun
pengaturannya belum jelas dan mendetail, sehinggacuh multi interpretasi
terhadap pengaturan kawasan hutan yang ada hwaryad

Kesimpang siuran pengaturan lahan kawasan hutéahigang selalu
menimbulkan permasalahan tenurial yang sangat lekrgdlam kawasan hutan.
Dari sisi peraturan perundang-undangan secara réepgngakuan penguasaan
kawasan hutan oleh pemerintah sudah jelas, namwarasede facto
permasalahannya tidaklah sederhana. Hal ini dik&@n model-model
pengakuan penguasaan oleh masyarakat sangatldkspaisifik, antara daerah
satu dengan daerah lainnya sangatlah berbeda.

Terhadap faktor penyebab persengketaan yang laserygat berkaitan
erat dengan penataan batas kawasan hutan, tate HBIdTI serta wilayah
administrasi desa. Hal ini mempengaruhi aparat petaé khususnya
pemerintahan ditingkat desa dan kecamatan dalamberdman administrasi
kepemilikan tanah kepada masyarakat. Dalam peareliti penulis mendapatkan
keterangan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasionalvifsi Riau bahwa
dikarenakan kerancuan pengelolaan kawasan hingga isia mengakibatkan
Badan Pertanahan Nasional mengalami kesulitan dalaenyelesaikan
administrasi pertanahan masyarakat yang beradandedavasan hutan. Hal ini
berakibat administrasi kepemilikan tanah yang dkinimasyarakat disekitar
kawasan hutan hanya diperoleh dari pemerintah diesa kecamatan yang

kemudian dianggap lemah karena tumpang tindih dekgaasan hutan.
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Ekses dari permasalahan tersebut menimbulkan tamdtskdakan yang
represif dilapangan antara masyarakat dengan peralsapemegang izin yang
menegarai konflik sosial.

Dalam persoalan ini banyak pihak terlibat baik rasdiyang dilakukan
oleh negara maupun instituscivil society seperti LSM, organisasi
kemahasiswaaan dan organisasi kepemudaan namukakaapnemukan jalan

buntu dan membuat konflik semakin berlarut-larut.

V.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan
Tanah

Untuk mengukur kebijakan pemerintah dalam meny#asasengketa
kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi denganyarakat Dusun Suluk
Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir KabupatendgRalis Provinsi Riau
penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan melalisioner dan wawancara
yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimanaaupaynerintah dalam
menangani permasalahan ini. Kuisioner tersebutbdrkan kepada masyarakat
yang terlibat dalam permasalahan ini pada wilayalsud Suluk Bongkal dan
wawancara dilakukan kepada instansi pemerintah yaexdkait dengan
permasalahan ini serta perusahaan. Kemudian panehyajikan analisis dalam
perspektif politik agraria Indonesia dalam penyai®s sengketa kepemilikan
tanah dengan literatur yang berhubungan dengangsatahan ini.

Untuk pembahasannya akan dibagi kedalam dua bagilam sebagai

berikut :
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V.1.1 Distribusi jawaban responden tentang sengkepemilikan tanah antara
PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk BanQksa Beringin
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riang diuraikan
dalam kuisioner dan wawancara baik dengan masyanaduaerintah dan
perusahaan.

V.1.2 Analisis sengketa kepemilikan tanah dalamspektif politik agraria
Indonesia dalam kasus sengketa kepemilikan tanahnealAT. Arara Abadi
dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Berignamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

V.1.1 Distribusi Jawaban Responden Terkait Sengketa Kepemilikan Tanah

Tabel 5.1. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No. 743/K pts-11/1996

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Sangat Mengerti - -

2. | Mengerti - -

3. | Cukup Mengerti - -

4. | Kurang Mengerti 15 18,75%

5. | Tidak Mengerti 65 81,25%

Jumlah

Sumber : Data Olahan, 2009

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwardtg (18,75%)
responden mengatakan kurang mengerti dan 65 or@h@506) responden
mengatakan tidak mengerti terkait SK Menteri KehataNo. 743/Kpts-11/1996
tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman InquiRiTI) PT. Arara Abadi
seluas 299.975 Ha diwilayah Provinsi Dati | Riau.

Berkaitan dengan hal diatas hasil wawancara pedafigan Abdul Latif

(Asisten | Setdaprov Riau) bahwa surat keputuseseleit merupakan kebijakan
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pemerintah pusat yang ketika itu masih dibawah petadan Orde Baru.
Sehingga pemerintah daerah hanya mengetahui batlaia ditetapkan areal
HPHTI PT. Arara Abadi di wilayah Provinsi Riau s&$u299.975 Ha. Sementara
menurut Hernan K (Sekretaris Desa Beringin) dalaamvancara dengan penulis
menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Beringin tidakgetahui secara pasti
terkait keputusan Menteri Kehutanan tersebut dikaan tidak memiliki salinan
surat keputusan tersebut.

Tabel 5.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan SK

Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-11/1996 diwilayah Dusun
Suluk Bongkal oleh PT. Arara Abadi.

Keterangan

Frekwensi

Presentae

Sangat Mengetahui

Mengetahui

Cukup Mengetahui

Kurang Mengetahui

SHESISIN P

Tidak Mengetahui

80

100%

Jumlah

80

100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwar&0g (100%)
responden tidak mengetahui tentang pelaksanaan $#Ktekl Kehutanan No.
743/Kpts-11/996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hitamaman Industri PT. Arara
Abadi seluas 299.975 Ha di wilayah Provinsi RiaenMrut Suandi (Kepala Desa
Beringin) dalam wawancara dengan penulis menjetabkiwa Pemerintah Desa
Beringin tidak mengetahui pelaksanaan surat kepottsrsebut oleh PT. Arara
Abadi.

Menurut Ir. Mamun Murod, MM (Kepala Bagian Plandléehutanan
Dinas Kehutanan Provinsi Riau) dalam wawancara aengenulis menjelaskan
bahwa pelaksanaan izin HPHTI yang diterbitkan olenteri Kehutanan

dilakukan secara berjenjang antara Dinas Kehutasabagai perangkat
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Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan sepagaigkat Pemerintah
Pusat. Dalam izin tersebut penetapan kawasan psodak non produksi (tata
ruang) dilakukan oleh perusahaan dan langkah pemamtserta perbaikan tata
ruang merupakan wewenang Departemen Kehutanan, makaitu Dinas
Kehutanan tidak dilibatkan.

Tabel 5.3. Distribus Jawaban Responden Terkait Luas Areal HPHTI
PT. Arara Abadi yang berada di Dusun Suluk Bongkal.

K eterangan

Frekwens

Presentae

Sangat Mengetahui

Mengetahui

Cukup Mengetahui

Kurang Mengetahui

SHESISI El P

Tidak Mengetahui

80

100%

Jumlah

80

100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa r&88go(100%)
responden tidak mengetahui luas areal HPHTI PTraAAbadi berdasarkan SK
Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-11/1996 yang beradavilayah Dusun Suluk
Bongkal. Berdasarkan data yang diperoleh dari B&danologi Kehutanan Dinas
Kehutanan Provinsi Riau luas areal HPHTI PT. Aabadi yang dilaporkan ke
Dinas Kehutanan Provinsi Riau hanya luas HPHTItdipeKabupaten/Kota yang
mana HPHTI yang termasuk dalam wilayah KabupatemgBalis seluas 44. 232
Ha.

Menurut Abadi (Humas PT. Arara Abadi) bahwa wilayaisun Suluk
Bongkal termasuk dalam areal HPHTI PT. Arara Abalig berada dalam Resort
Sebanga Distrik Duri. Dinas Kehutanan Provinsi Riaenyatakan bahwa benar
Dusun Suluk Bongkal merupakan salah satu perkangmungasyarakat di

Kecamatan Pinggir yang termasuk dalam areal HPHT APara Abadi.
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Tabel 5.4. Distribus Jawaban Responden Terkait Enclaving Dalam SK
Menteri Kehutanan No. 743/K pts-11/1996

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Sangat Mengetahui - -

2. | Mengetahui 67 83,75%

3. | Cukup Mengetahui 13 16,25%

4. | Kurang Mengetahui - -

5. | Tidak Mengetahui - -
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 20009.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahivar&ng (83,75%)
responden menyatakan mengetahui dan 13 orang fap/2Sponden menyatakan
cukup mengetahui terkait pelaksanaan enclave sehaga termaktub dalam SK
Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-11/1996.

Dalam ketentuan kedua SK Menteri Kehutanan No/Kj#3-11/1996
disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan melakukaatpan batas selambat-
lambatnya dua tahun setelah surat keputusan terdiétapkan. Kemudian dalam
ketentuan keempat dijelaskan apabila di dalam &B&TI terdapat lahan yang
telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalaarsgwvahan atau telah
diduduki atau digarap oleh pihak ketiga maka laileasebut dikeluarkan dari areal
HPHTI.

Menurut Kepala Bagian Planologi Kehutanan Dinasuaman Provinsi
Riau dalam wawancara dengan penulis, PT. Arara iAbadi menyelesaikan
batas luar dari areal HPHTI yang diberikan. Sermrarivatas dalam areal HPHTI
belum ditentukan sehingga berpengaruh terhadagpiloasentarisasi areal-areal
yang harus dienclave. Dalam catatan Dinas KehutBnavinsi Riau hal ini juga

disebabkan oleh oknum yang tidak taat dalam pemantata batas, Dinas



72

Kehutanan selalu melakukan pembinaan tentang peagal tata batas namun
acapkali dilapangan batas yang dibuat tidak dipatuh

Hal ini juga diakibatkan oleh keterbatasan wewerR@gerintah Daerah
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanadratas sebagaimana diatur
dalam keputusan menteri tersebut, karena kewenamgaebut merupakan
kewenangan Departemen Kehutanan (Pemerintah PNsatjun pembuatan tata
batas merupakan kewajiban perusahaan pemegangseét@iah mendapatkan
persetujuan dari Departemen Kehutanan. Prosesvendtlaru bisa dilakukan
setelah pentaan batas areal HPHTI baik batas l@aupum batas dalam telah
dilaksanakan.

Enclave menurut Direktorat Jenderal Inventarisasi @iata Guna Hutan
Departemen Kehutanan dalam Pedoman Penyelesaidav&rgalam Kawasan
Hutan adalah pemilikan hak-hak pihak ketiga didakawasan hutan yang dapat
berupa pemukiman dan atau lahan garapan.

Dalam pedoman penyelesaian enclave pada kawasan Hijelaskan
wilayah yang langsung dienclave apabila :

1. Areal tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik,
2. Merupakan Kota Kecamatan/Desa yang sudah definitif,
3. Mempunyai kepentingan khusus yang ditetapkan oleht®&ti Kehutanan

Wilayah Dusun Suluk Bongkal merupakan wilayah yandah definitif
luasnya dan juga berada dalam sebuah desa yangydga definitif. Kemudian
enclave juga memperhatikan kelayakan secara soskainomi, budaya dan

hukum pada wilayah tersebut.
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Dalam wawancara penulis bersama Suandi (Kepala Besangin)
menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada penataaas bamtara wilayah
administrasi Desa Beringin termasuk Dusun SulukgBahdengan areal HPHTI
PT. Arara Abadi.

Tabel 5.5. Distribus Jawaban Responden Terkait Keterlibatan Dalam
Proses Penyelesaian Sengketa.

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Selalu - -

2. | Pernah 20 25%

3. | Kadang-kadang 15 18,75%

4. | Jarang - -

5. | Tidak Pernah 45 56,25%
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009.

Dari tabel di atas menjelasakan bahwa 20 orang )Y2&%ponden
menyatakan pernah dilibatkan dalam proses penyatesangketa kepemilikan
tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat rDu{uluk Bongkal,
kemudian sebanyak 15 orang (18,75%) responden radaya kadang-kadang.
Sementara 45 orang (56,25%) menyatakan tidak petitiglatkan dalam proses
penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara ARdra Abadi dengan
masyarakat Dusun Suluk Bongkal.

Berdasarkan wawancara bersama penulis, KhalifahailsiiKepala
Dusun Suluk Bongkal) menjelaskan bahwa keterlibatasyarakat dalam proses
penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antaraamsst dengan PT. Arara
Abadi hanya dilakukan ketika terjadi persitegandan bentrokan warga dengan
pihak PT. Arara Abadi.

Dalam SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-11/1996téery izin HPHTI

PT. Arara Abadi di Provinsi Riau pada ketentuan nikg& point kedua
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menjelaskan apabila lahan yang dimaksud dalamsayat(1) dikehendaki untuk
dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman thd{#$PHTI), maka

penyelesaian dilakukan oleh PT. Arara Abadi dengahak-pihak yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundanggardgang berlaku.

Tabel 5.6. Distribusi Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau
No : 100/PH/13.06

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Sangat Mengetahui - -

2. | Mengetahui 67 83,75%

3. | Cukup Mengetahui 10 12,5%

4. | Kurang Mengetahui 3 3,75%

5. | Tidak Mengetahui -
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa 679 o(&88,75%)
responden mengatakan mengetahui terkait Surat GubeRiau No
100/PH/13.06 tanggal 8 Maret 2007 tentang Upayayétesaian Permasalahan
PT. Arara Abadi dengan Masyarakat yang ditujukapaki@ Menteri Kehutanan
Republik Indonesia. Sedangkan 10 orang (12,5%) atakgn cukup mengetahui
terkait surat Gubernu Riau tersebut, sementarag@nelen (3,75%) menyatakan
kurang mengetahui terkait surat tersebut.

Menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Dusun SuBdagkal)
menjelaskan bahwa surat tersebut didapatkan patansnggelar demonstrasi
bersama masyarakat dari desa-desa yang lain digasédn Bengkalis, Kampar
dan Siak dari tanggal 6 — 8 Maret 2007 silam diagefantor Gubernur Riau
dalam rangka menuntut keseriusan Pemerintah ProviReu dalam

menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antargamsdst dengan PT. Arara
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Abadi yang semakin meresahkan kehidupan masyadalsgkitar areal HPHTI
PT. Arara Abadi.

Tabel 5.7. Distribus Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau
No : 100/PH/14.06

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Sangat Mengetahui - -

2. | Mengetahui 53 66,25%

3. | Cukup Mengetahui 16 20%

4. | Kurang Mengetahui 11 13,75%

5. | Tidak Mengetahui - -
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui badelanyak 53 orang
(66,25%) responden menyatakan mengetahui terkadt Stubernur Riau No :
100/PH/14.06 tanggal 8 Maret 2007 tentang Invesaaridan Rekonstruksi Areal
HPHTI PT. Arara Abadi yang ditujukan kepada BupB&ngkalis, Kampar,
Pelalawan, Siak, Rokan Hilir dan Walikota Pekanb&edangkan sebanyak 16
orang (20%) responden menyatakan cukup mengetahkaitt surat tersebut,
sementara sebanyak 11 orang (13,75%) responden atagag kurang
mengetahui terkait surat tersebut.

Menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Dusun SuBdagkal)
menjelaskan bahwa surat tersebut didapatkan beasampada saat menggelar
demonstrasi bersama masyarakat dari desa-desa Igamgdi Kabupaten
Bengkalis, Kampar dan Siak dari tanggal 6 — 8 M2é€x7 silam di depan Kantor
Gubernur Riau dalam rangka menuntut keseriusan f#ale Provinsi Riau
dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanalaantasyarakat dengan PT.
Arara Abadi yang semakin meresahkan kehidupan melsstadi sekitar areal

HPHTI PT. Arara Abadi.
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Tabel 5.8. Distribus Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau

No : 100/PH/15.06

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Sangat Mengetahui - -

2. | Mengetahui 44 55%

3. | Cukup Mengetahui 12 15%

4. | Kurang Mengetahui 11 13,75%

5. | Tidak Mengetahui 13 16,25%
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui balelanyak 44 (55%)

responden menyatakan mengetahui

terkait

Surat GubeRiau No

100/PH/15.06 tanggal 8 Maret 2007 perihal Pelakaanbventarisasi Dan

Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi yang dikan kepada Pimpinan PT.

Arara Abadi. Sedangkan sebanyak 12 orang (15%pnelgm menyatakan cukup

mengetahui terkait surat tersebut sementara sekadfa orang (13,75%)

responden menyatakan kurang mengetahui dan 13 qd&)85%) responden

menyatakan tidak mengetahui terkait surat tersebut.

Menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Dusun SuBdngkal)

menjelaskan bahwa surat tersebut didapatkan beasadengan pada saat

menggelar demonstrasi bersama masyarakat daridéssa-yang lain di

Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Siak dari tanggal & Maret 2007

silam di depan Kantor Gubernur Riau dalam rangkauneit keseriusan

Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan séagkepemilikan

tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi ys@makin

meresahkan kehidupan masyarakat di sekitar areddTHHPT. Arara

Abadi.
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Tabel 5.9. Distribus Jawaban Responden Terkait Apakah Kebijakan
Yang Diambil Mampu Menyelesaikan Permasalahan Dengan

Optimal.

No Keterangan Frekwensi Presentae
1. | Sangat Mampu - -
2. | Mampu 21 26,25%
3. | Cukup Mampu 30 37,5%
4. | Kurang Mampu 17 21,25%
5. | Tidak Mampu 12 15%

Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 20009.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa sdbaRyaorang
(26,25%) responden menyatakan mampu terkait apeddaifakan yang ditempuh
dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanaliaantasyarakat dengan PT.
Arara Abadi akan dapat menyelesaikan masalah deogtmal. Sedangkan 30
orang (37,5%) responden menyatakan cukup mampuldanrang (21,25%)
responden menyatakan kurang mampu sedangkan s&ba@yarang (15%)
responden menyatakan tidak mampu terkait kebijgkag ditempuh.

Dalam wawancara bersama penulis, Abdul Latif (Asist Setdaprov
Riau) menjelaskan bahwa kebijakan yang diambilrdati@enyelesaikan sengketa
kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PTaA&badi sudah menyentuh
substansi permasalahannya, namun yang menjadi tembadalah koordinasi
antar instansi baik antara Pemerintah Daerah damef@ah Pusat maupun
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. hal mengakibatkan
pelaksanaan dari kebijakan tersebut, terutama afasawenangan. Kemudian
ego sektoral antar instansi yang terkait denganmasalahan ini juga

menyebabkan permasalahan ini sulit diselesaikan.



78

Tabel 5.10. Distribus Jawaban Responden Terkait Apakah Pelaksanaan
Kebijakan Penyelesaian Sengketa Sudah Berjalan Dengan

Optimal.

No Keterangan Frekwensi Presentae
1. | Sangat Optimal - -
2. | Optimal - -
3. | Cukup Optimal 22 27,5%
4. | Kurang Optimal 31 38,75%
5. | Tidak Optimal 27 33,75%

Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 20009.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyalorang (27,5%)
responden menyatakan cukup optimal terkait pelaesakebijakan penyelesaian
sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dermjan Arara Abadi.
Sedangkan sebanyak 31 orang (38,75%) respondenatagag kurang optimal
terkait pelaksanakan kebijakan dalam menyelesaikasalah ini sementara
sebanyak 27 orang (33,75%) responden menyatakak taptimal terkait
optimalisasi pelaksanaan kebijakan dalam menydé@sasengketa kepemilikan
tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Menurut Abdul Latif (Asisten | Setdaprov Riau) dalawawancara
dengan penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan kabigenyelesaian sengketa
kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi denganyarakat terhambat pada
aturan-aturan teknis departemen yang tidak segdankadang-kadang berubah,
hal ini menyulitkan dalam melakukan harmonisasiratusebagai landasan
pelaksanaan dari kebijakan yang ditempuh. Karedaktiseluruh wewenang
penanganan masalah kehutanan dapat diselesaikarfPefeerintah Daerah baik

Provinsi maupun Kabupaten/kota termasuk enclave.
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Tabel 5.11. Distribus Jawaban Responden Terkait Peninjauan Instans

Pemerintah Dalam Rangka Melakukan

Identifikas Dan

Inventarisasi Data Untuk Penyelesaian Sengketa.

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Selalu - -

2. | Pernah - -

3. | Kadang-kadang 80 100%

4. | Jarang - -

5. | Tidak Pernah - 100%
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 20009.

Berdasarkan data di atas menjelasakan bahwa séb@dyaang (100%)
responden mengatakan kadang-kadang terkait pelisarpeninjauan ke
lapangan oleh pemerintah dalam hal ini instangiaiedalam rangka melakukan
identifikasi dan inventarisasi data untuk penyetsaengketa kepemilikan tanah
antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Menurut Suandi (Kepala Desa Beringin) dalam wawendazersama
penulis bahwa peninjauan ke lapangan yang dilakukah pemerintah lebih
dikarenakan merespon desakan yang dilakukan masyar@mamun untuk
melakukan penelaahan masalah secara lebih mendaam melakukan
identifikasi dan inventarisasi data untuk menyelesa permasalahan ini juga
belum dilakukan dengan maksimal.

Hal ini yang mengakibatkan permasalahan tidak ddjpethami secara
konprehensif, karena permasalahan sengketa kekamilanah dalam kawasan
hutan atau dalam areal HPHTI tidak bisa hanya jdilindari permasalahan
administrasi kepemilikan tanah saja melainkan jugtihat aspek ekonomi, sosial
dan budaya. Sehingga mampu memberikan pemahaman kygenferensif bagi

pengambil kebijakan untuk memberikan kebijakanttepaaran.
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Tabel 5.12. Distribus Jawaban Responden Terkait Pelaksanaan Medias
Dalam Rangka Mencari Solusi Penyelesaian Sengketa

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Selalu - -

2. | Pernah - -

3. | Kadang-kadang - -

4. | Jarang 80 100%

5. | Tidak Pernah - -
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009.

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa seb8fyaitang (100%)
responden menyatakan jarang terkait pelaksanadenpgn antara pemerintah,
perusahaan dan masyarakat dalam rangka mencasi pelayelesaian sengketa
kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PTaAkbadi. Menurut Loceng
(Tokoh Masyarakat Sakai Dusun Suluk Bongkal) dalawancara dengan
penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan pertemuanpif@ek dan pemerintah
dalam rangka mencari jalan keluar terhadap senglepamilikan tanah dilakukan
juga ketika desakan yang kuat dilakukan oleh masygarkepada pemerintah.

Menurut Ir. Mamun Murod, MM (Kepala Bagian Planal&ghutanan
Dinas Kehutanan Provinsi Riau) dalam wawancarars@gan penulis, bahwa
konflik yang melibatkan masyarakat sebaiknya dgslean dengan musyawarah
untuk mufakat. Intensitas pelaksanaan pertemuaraapiara pihak yang terkait
oleh pihak ketiga sebagai mediator baik pemerinteupun pihak lain yang
ditunjuk akan sangat menentukan hasil perundingdand rangka penyelesaian

permasalahan ini.



81

Tabel 5.13. Distribus Jawaban Responden Terkait Tindakan Intimidatif
Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah.

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Selalu 42 52,5%

2. | Pernah 28 35%

3. | Kadang-kadang 10 12,5%

4. | Jarang - -

5. | Tidak Pernah - -
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 2009.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 4@éhgr(52,4%)
menyatakan selalu terkait tidakan intimidatif yadidakukan oleh PT. Arara
Abadi terhadap masyarakat sedangkan sebanyak 28) Bs5%) responden
menyatakan pernah dan sebanyak 10 orang (12,5%)atadtan kadang-kadang.

Dalam wawancara bersama penulis, Suandi (Kepala B&singin)
bahwa tindakan intimidatif sering dilakukan olehrysahaan dalam upaya
perundingan dengan masyarakat di lapangan. Bahksekesi secara sepihak
juga sering dilakukan ketika tanah tersebut befsetiagdengan masyarakat.
Keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait pa&natperundang-undangan
membuat masyarakat merasa tidak nyaman karenas sbliggap pihak yang
melawan aturan negara.

Persoalan ini lebih pada akibat dari kerancuan gsrgsenyelesaian
permasalahan ini sehingga terjadi perselisihanranpara pihak dilapangan.
Proses mediasi yang dilakukan juga akan mempengadmdgkat intensitas

perselisihan antara masyarakat dengan perusaHapardjan.
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Tabel 5.14. Distribus Jawaban Responden Terkait Pengaruh Sengketa
Dalam Kehidupan Secara Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

0 Keterangan Frekwensi Presentae
Sangat Berpengaruh 80 100%
Berpengaruh - -
Cukup Berpengaruh - -
Kurang Berpengaruh - -
Tidak Berpengaruh - -

Jumlah 80 100%
Sumber Data : Data Olahan, 2009.

SHESISI El P

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita lihaarsetk 80 orang (100)
responden menyatakan sangat berpengaruh terkagketankepemilikan tanah
antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi baik seekonomi, sosial dan
budaya. Menurut Khalifah Ismail (Kepala Dusun &uBongkal) sejak kehadiran
PT. Arara Abadi hasil hutan kami mulai punah, mdlaii damar dan rotan yang
sangat mempengaruhi kehidupan kami. Damar digunakl@iagai bahan bakar
untuk penerangan sementara rotan sebagai bahdnmetabuat alat menangkap
ikan. Kemudian hutan dan tanah sangat berpengarbhdap mata pencaharian
masyarakat dimana mencari nafkah melalui berbuhwt#in dan berladang di atas
tanah.

Kemudian Abdul Latif (Asisten | Setdaprop Riau) atal wawancara
bersama penulis menjelasakan bahwa damapk yanmbdikan akibat dari
sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadgdn masyarakat ada dua
hal yang sangat mempengaruRertama terciptanya iklim yang tidak kondusif
dalam investasi (penanaman modal) di Provinsi Riatena keamanan yang tidak
kondusif akan berpengaruh terhadap invest&®dua menurunnya tingkat
ekonomi masyarakat diakibatkan kehilangan mata giear@an, sistem sosial

masyarakat dan tempat tinggal yang bebas dari &s&er



83

Tabel 5.15. Distribusi Jawaban Responden Terkait Penyelesaian Sengketa
Dilakukan Oleh Pemerintahan Beserta Aparat Penegak
Hukum Yang Sekarang Dapat Berjalan Dengan Optimal

No Keterangan Frekwensi Presentae

1. | Sangat Yakin -

2. | Yakin 6 7,5%

3. | Cukup Yakin 24 30%

4. | Kurang Yakin 31 38,75%

5. | Tidak Yakin 19 23,75%
Jumlah 80 100%

Sumber Data : Data Olahan, 20009.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui selkafyorang (7,5%)
responden menyatakan yakin terkait proses penyatesengketa kepemilikan
tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi agamal dilakukan oleh
pemerintah beserta aparat penegak hukum yang sekaemlang menjalankan
roda pemerintahan. Sedangkan sebanyak 24 orang (&3fonden menyatakan
cukup yakin dan 31 orang (38,75%) responden mekgatkurang yakin.
Sementara 19 orang (23,75%) menyatakan tidak yakin.

Dalam wawancara bersama penulis, Khalifah Ismaiép@a Dusun
Suluk Bongkak) menjelaskan bahwa permasalahanelah tterjadi selama 10
tahun, hal ini membuat masyarakat jenuh dengareprpsnyelesaian yang selalu
berakhir di meja perundingan. Kenyataan di lapangasyarakat sampai saat ini
masih belum dapat hidup dengan tenang dalam medagelioahnya sementara
peusahaan tetap melakukan operasi di tanah yargsdipgketaan.

Permsalahan ini sangat membutuhkan perhatian yamgss oleh
pemerintah dalam menyelesaikannya. Selain mempamganasyarakat baik
secara ekonomi, sosial dan budaya juga mempengkeb@rlanjuntan industri
serta iklim investasi sehingga apabila tidak dsalean dengan konfehensif akan

menjadi permasalahan yang berkepanjangan.
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[1.2. Analiss Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik
Agrarialndonesia
Eksistensi politik agraria dapat kita pahami menjaga hal pokok
diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tanah dipandang sebagai faktor primer (kebutuhakoljo Sehingga
dalam pengaturan sektor agraria oleh negara ddeklgasa penuh untuk
mengatur sektor agraria dalam kehidupan berbangsa lkrnegara.
Sehingga mampu memprioritaskan kepentingan masyfartdrhadap
agraria namun tidak pula mengenyampingkan kepeaingembangunan
yang sangat erat hubungannya dengan agraria.

2. Negara menjamin kepemilikan tanah oleh masyardiatah merupakan
unsur pokok dalam kehidupan masyarakat sehinggdilamesnemiliki
unsur legal — formal. Unsur legal yaitu memilikinaidistrasi kepemilikan
tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangen begxlaku dan
unsur formal yaitu pengelolaan dan fungsi tanalagabhubungan yang
sangat esensial dalam kehidupan manusia.

3. Pengembangan fungsi tanah. Hal ini bertujuan agdnjdkan negara
dalam pemanfaatan sumber-sumber agraria sebagail ppechbangunan
tetap memperhatikan manfaat dari kebijakan terdediktsecara ekonomi,
sosial, budaya dan lingkungan serta keberlanjumbangunan dimasa
mendatang.

Harmonisasi dari unsur-unsur di atas akan mena@ptdeseimbangan

politik agraria. Karena hal tersebut berangkat daa konsideransi politik agraria,
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pertama agraria sebagai kebutuhan hajat hidup orang badgakedua agraria
sebagai modal stabilitas perekonomian negara.

Politik agraria merupakan tonggak dalam menciptakeadilan agraria
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DalamdJ8 Wahun 1960 Tentang
Ketentuan Pokok — Pokok Agraria sebagaimana dakmelasan tujuan UUPA
1960 bahwa UUPA 1960 berpangkal pada pendiriarykuntencapai apa yang
ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namukarfdah berarti negara
adalah pemilik tanah, melainkan adalah lebih cgkathegara sebagai organisasi
kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindikisédbadan penguasa. Dari
sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalamaP&sayat 1 yang menyatakan
bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaag terkandung di
dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh nagar

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut dapdikdmakata dikuasai
dalam pasal ini bukanlah berarti dimiliki akan petadalah pengertian yang
memberi wewenang kepada negara sebagai organisksadaan dari sebuah
bangsa. Hal ini meliputi tiga hal yakni :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunzersediaan
dan pemeliharaannya.

2. Membentuk dan mengatur hak-hak yang dapat dipuatgasi (bagian dari)
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yakanidung di dalamnya.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukusmeamtang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumidaa ruang

angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.
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Maka dari itu negara sangat berperan dalam aspékkpagraria.
Kuatnya peran negara dalam mengatur sistem agraigadi tulang punggung
dalam mewujudkan keadilan agraria bagi seluruhaakgegitu juga sebaliknya
lemahnya peran negara dalam mengatur sistem agiaia membuat konflik
sosial atas kepentingan terhadap sumber-sumbeiaagra

Dalam kasus sengketa kepemilikan tanah antara makstadengan
PT. Arara Abadi dapat kita lihat hal ini merupakakses dari kebijakan
pemerintah pada masa Orde Baru. Melalui penetapamdan hutan di Provinsi
Riau menjadi beberapa klasifikasi yang kemudianjatgmasar dalam kebijakan
pemberian izin usaha baik pengusahaan hutan taniahastri maupun izin yang
lainnya. Yang menjadi persoalan yang sangat mengepeini dalam pelaksanaan
kebijakan ini adalah kebijakan antara PemerintabaPdan Pemerintah Daerah
yang belum harmonis, terutama dalam hal kewenangan.

Pengalokasian lahan bagi perusahaan dalam skada teegunya akan
berdampak pada penguasaan tanah oleh rakyat. Tdalm kehidupan
masyarakat manusia bukan hanya sekedar berfundgsigaie alat produksi
pertanian melainkan sarana dalam keberlangsungaop hibermasyarakat.
Sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dgreyasahaan sebagai pihak
pemegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dianu ditangani oleh
pemerintah. Dalam penyelesaian permasalahan nhedtileesuaikan dengan
pertautan peundang-undangan yang berlaku sertarasd@dembagaan oleh
lembaga yang berwenang.

Dari hasil observasi penulis terkait permasalaasetrit diatas maka

penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara A?dra Abadi dengan
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masyarakat mestilah dilakukan oleh Pemerintah Rsbviyang kemudian
diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/kota. DBenaturan Presiden No. 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional DibidangdPatan Pasal 2 ayat 1 dan
ayat 2 diungkapkan bahwa sebagian kewenangan peaiedibidang pertanahan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Keanuditegaskan bahwa salah
satu kewenangan sebagaimana dimaksud adalah peaigelesengketa tanah.
Pada ayat 3 dijelaskan bahwa kewenangan sebagauimaaksud dalam ayat 2
yang bersifat lintas Kabupaten/kota dalam satu iRsovdilakukan oleh
Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

Maka dari itu dalam penyelesaian sengketa kepeaniliknah antara PT.
Arara Abadi dengan masyarakat yang terjadi di kegdzerKabupaten/Kota di
Provinsi Riau mestilah dilakukan oleh Pemerintaloviiisi Riau bersama
Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait sesuai yremtperundang-undangan
yang berlaku untuk selanjutnya diserahkan kepad@&Retah Pusat dalam hal ini
Departemen Kehutanan dalam penetapan enclave.

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antarAr@ifa Abadi dengan
masyarakat mestilah berdasarkan pada SK Menterutlehn No. 743/Kpts-
[1/1996 tentang Izin HPHTI PT. Arara Abadi selu®92375 Ha di Provinsi Riau.
Dalam hal ini terkait dengan kewajiban perusahagnkumelakukan pengukuran
dan penataan batas terlebih dahulu baik batasriaapun batas dalam selambat-
lambatnya dua tahun setelah keputusan tersebubitkean. Dengan merujuk pada
keputusan tersebut maka dapat kita ketahui bahwgksta kepemilikan tanah

antara masyarakat dengan perusahaan adalah behnyaadatas definitif areal
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konsesi yang dimiliki oleh perusahaan serta baséasbantara areal yang bisa
diproduksi dan areal yang seharusnya dienclave.

Pemerintah selaku organisasi kekuasaan dalam selegdra sangat
berperan dalam menyelesaiakan sengketa kepemilikaah yang bersifat
vertikal, karena hal sengketa tersebut diakibatkéeh kebijakan pemerintah
terkait peruntukan tanah tersebut. Secara polgilarga maka pemerintah dalam
hal ini mestilah menjadi fasilitator untuk menjertda penyelesaian

permasalahan ini.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Sebagai hasil pendlitian penulis dengan judul Analisis Sengketa
Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus
Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun
Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi
Riau), penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat
merupakan sengketa yang bersifat vertikal yang melibatkan pemerintah
selaku pengambil kebijakan, PT. Arara Abadi sebagal pemegang izin
HPHTI dan masyarakat sebagai pihak ketiga yang memiliki hak dalam
kawasan hutan yang dijadikan HPHTI PT. Arara Abadi melalui SK
Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-11/1996 tentang lzin Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi seluas 299.975 Ha di
wilayah Provins Riau.

2. Sengketa kepemilikan tanah tesebut disebabkan oleh belum
dilaksanakannya penataan batas bagian daam pada areal HPHTI PT.
Arara Abadi sehinggaidentifikasi dan inventarisasi tanah milik yang sudah
dimiliki oleh pihak ketiga, perkampungan, persawahan, tegalan, resapan
air sungai, vegetas hutan alam yang harus dikeluarkan dari areal HPHTI

tidak terlaksana dengan optimal.
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3. Kebijakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara
Abadi dengan masyarakat yang dilakukan pemerintah belum dapat dengan
optimal menyelesaikan permasalahan dikarenakan belum adanya
harmonisasi koordinasi antara instansi baik Pemerintah Daerah maupun
Pemerintah Pusat terutama dalam hal kewenangan.

VI.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan berdasarkan pada
kesimpulan di atas ada hal-hal yang kiranya perlu penulis sasmpaikan kepada
pemerintah, perusahaan serta masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam
menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan
masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Membentuk TIM Terpadu Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah
antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat yang melibatkan Departemen
Kehutanan, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIlI,
Pemerintah Provins Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait serta
unsur yang bersengketa untuk melakukan identifikasi pemasalahan terkait
konflik agraria yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat.
Sehingga seluruh elemen Pemerintah Pusat yang berwenang dapat
bersama-sama mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan unsur
Pemerintah Daerah.

2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pemerintah Pusat dan Daerah
pada sektor agraria baik secara ekonomi, politik, sosia dan budaya baik

dadam menguatkan industrialisas maupun dalam mengatur hak



91

kepemilikan sumber-sumber agraria bagi rakyat sebagai sumber
kehidupan.

3. Membangun pola kemitraan yang sehat dan mandiri antara pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi guna
mewujudkan keadilan sosiad dalam mewujudkan keseimbangan dan
keadilan agraria menuju tatanan bangsa yang demokratis, mandiri dan
bermartabat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini akan
tetapi ini merupakan hasil sebuah penelitian yang kiranya dapat bermanfaat bagi

semua
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JUDUL PENELITIAN
ANALISISSENGKETA KEPEMILIKAN TANAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA INDONESIA
(Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi dengan M asyar akat
Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis Provins Riau)

Model B. Kuisioner

Keterangan :
a. Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitigm s
b. Pilihan jawaban a, b, ¢, d, dan e dengan menceklispada pernyataan berikut ini sesuai
dengan yang anda alami.
c. Demi kerahasiaan segera kembalikan pada pihakipenel

d. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

A. ldentitas Responden
Nama
Tempat/tanggal lahir
Alamat
Jenis kelamin
Tingkat pendidikan

Pekerjaan

B. Pertanyaan yang berhubungan dengan variable penelitian
1. Apakah Bapak/Ibu selaku masyarakat mengerti tenfamgt Keputusan Menteri Kehutanan
No. 743/KPTS-11/1996 Tentang lzin Hak Pengusahaamail Tanaman Industri (HPHTI)
Kepada PT. Arara Abadi seluas 299.975 ha?
a. sangat mengerti
b. mengerti

c. cukup mengerti

Vi



d. kurang mengerti
e. tidak mengerti
2. Apakah Bapak/lbu selaku masyarakat mengetahui gefalan SK Menteri Kehutanan No.
743/KPTS-11/1996 oleh PT. Arara Abadi?
a. sangat mengetahui
b. mengerti
c. cukup mengetahui
d. kurang mengetahui
e. tidak mengetahui
3. Apakah Bapak/lbu selaku masyarakat mengetahui peasga pemerintah terhadap
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam izin HPHTIAPdra Abadi yang tertuang dalam
SK Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-11/1996 tersebut?
a. sangat mengetahui
b. mengerti
c. cukup mengetahui
d. kurang mengetahui
e. tidak mengetahui
4. Menurut Bapak/lbu selaku masyarakat apakah pelaksaketentuan didalam SK Menteri
Kehutanan No. 743/KPTS-11/1996 sudah dilaksanakamgdn baik oleh PT. Arara Abadi
selaku pemegang izin?
a. sangat baik
b. baik
C. cukup baik
d. kurang baik
e. tidak baik
5. Apakah Bapak/lbu selaku masyarakat mengetahui bduas areal HPHTI PT. Arara Abadi
yang berada di Dusun Suluk Bongkal?
a. sangat mengetahui
b. mengetahui
c. cukup mengetahui
d

. kurang mengetahui
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e. tidak mengetahui
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui proses/tata cara gahalan izin HPHTI sesuai dengan SK
Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-11/1996 oleh PT.rarAbadi selaku pemegang izin?
a. sangat mengetahui
b. mengetahui
c. cukup mengetahui
d. kurang mengetahui
e. tidak mengetahui
7. Apakah Bapak/lbu mengetahui ketentuan didalam HRHTI PT. Arara Abadi apabila
ditemukan tanah milik yang sudah dimiliki sebelumini dikeluarkan, perkampungan,
tegalan, resapan air sungai, dan vegetasi hutarPala
a. sangat mengetahui
b. mengetahui
c. cukup mengetahui
d. kurang mengetahui
e. tidak mengetahui
8. Apakah Bapak/lbu mengetahui kewajiban PT. Araradhlselaku pemegang izin sesuai
dengan SK Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-11/19967
a. sangat mengetahui
b. mengetahui
c. cukup mengetahui
d. kurang mengetahui
e. tidak mengetahui
9. Apakah PT. Arara Abadi pernah menjelaskan kepadpalBtbu bahwa tanah yang
Bapak/ibu miliki berada dalam konsesi HPHTI PT. rarAbadi dan tindakan apa saja yang
bisa dilkukan dalam menangani hal tersebut?
a. selalu
b. pernah
c. kadang-kadang
d. sangat jarang
e

. tidak pernah
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10.Apakah Bapak/Ibu selaku masyarakat pernah diikistk@n dalam penyelesaian sengketa

kepemilikan tanah antara Bapak/Ibu dengan PT. Akbedi oleh pemerintah?

a.
b.
C.
d.

e.

selalu

pernah
kadang-kadang
sangat jarang

tidak pernah

11.Apakah Bapak/Ibu mengetahui Surat Gubernur Riau106/PH/13.06 tertanggal 8 Maret

2007 tentang Upaya Penyelesaian Permasalahan Bfia Abadi dengan Masyarakat yang

ditujukan kepada Menteri Kehutanan?

a.
b.
C.
d.

e.

sangat mengetahui
mengetahui

cukup mengetahui

kurang mengetahui

tidak mengetahui

12.Apakah Bapak/Ibu mengetahui Surat Gubernur Riau106/PH/14.06 tertanggal 8 Maret
2007 tentang Inventarisasi dan Rekonstruksi ArdaHHl PT. Arara Abadi yang ditujukan

kepada Bupati Bengkalis, Kampar, Pelalawan, SiakaR Hilir dan Walikota Pekanbaru?

a.
b.
C.
d.

e.

sangat mengetahui
mengetahui

cukup mengetahui

kurang mengetahui

tidak mengetahui

13.Apakah Bapak/lbu mengetahui Surat Gubernur Riau100/PH/15.06 tertanggal 8 Maret

2007 tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Rek&sstAreal HPHTI yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. Arara Abadi ?

a.

sangat mengetahui

b. mengetahui

c. cukup mengetahui
d.
e

. tidak mengetahui

kurang mengetahui



14.Menurut Bapak/lbu apakah kebijakan yang diambil @emtah dalam menyelesaikan

sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat derfg@n Arara Abadi mampu

menyelesaikan permasalahan dengan optimal?

a.
b.
C.
d.
e.

sangat mampu
mampu

cukup mampu

kurang mampu

tidak mampu

15.Menurut Bapak/lbu apakah kebijakan yang diambil @emtah dalam menylesaikan

sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat delRgarArara Abadi telah menyentuh

substansi (pokok permasalahan)?

a.
b.
c.
d.

e.

sangat menyentuh
menyentuh

cukup menyentuh

kurang menyentuh

tidak menyentuh

16.Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan kebijakan petale dalam upaya penyelesaian

sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat ddtafirara Abadi telah berjalan dengan

optimal?

a.

sangat optimal

b. optimal

c. cukup optimal
d.

e. tidak optimal

kurang optimal

17.Apakah petugas dari instansi pemerintah pernahkueda peninjauan ke lapangan dalam

rangka mengumpulkan data kepemilikan tanah yandikiimleh masyarakat?

a.

selalu

b. pernah

c. kadang-kadang
d.

e. tidak pernah

jarang



18. Apakah instansi pemerintah terkait pernah melakyb@rnemuan dengan masyarakat dan

perusahaan dalam rangka mencari jalan keluar pesaiah sengketa kepemilikan tanah

antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi?

a.
b.
C.
d.
e.

selalu

pernah
kadang-kadang
jarang

tidak pernah

19. Apakah pernah terjadi tindakan-tindakan yang irdatif/mengancam yang dilakukan oleh

PT. Arara Abadi dalam berhadapan dengan masyadakain menyikapi persoalan sengketa

kepemilikan tanah?

a.
b.

C.

d

e.

selalu

pernah
kadang-kadang
jarang

tidak pernah

20.Apakah Bapak/lbu pernah melakukan pengrusakandephtanaman dan asset lainnya yang
dimiliki oleh PT. Arara Abadi akibat sengketa kejldaan tanah?

a.
b.
C.
d.

e.

selalu

pernah
kadang-kadang
jarang

tidak pernah

21.Menurut Bapak/Ibu apakah sengketa kepemilikan tamthara Bapak/Ibu dengan PT. Arara

Abadi berpengaruh dalam kehidupan secara ekonosiglslan budaya?

a.

sangat berpengaruh

b. berpengaruh

c. cukup berpengaruh
d.

e. tidak berpengaruh

kurang berpengaruh
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22.Bagaimana menurut Bapak/lbu terkait keseriusan A&Bra Abadi dalam penyelesaian

sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengayarakat?

a.
b.
C.
d.

e.

sangat serius
serius

cukup serius
kurang serius

tidak serius

23.Menurut Bapak/lbu apakah :PT. Arara Abadi berpgl@am memajukan dan mencerdaskan

kehidupan masyarakat Dusun Suluk Bongkal?

a.
b.
C.
d.

e.

sangat berperan
berperan

cukup berperan
kurang berperan

tidak berperan

24.Apakah Bapak/lbu tahu terkait peraturan perundardgngan yang berlaku dibidang

pertanahan di Negarakan Kesatuan Republik Indohesia

a.
b.
C.
d.

e.

sangat mengetahui
mengetahui

cukup mengetahui

kurang mengetahui

tidak mengetahui

25.Selama Bapak/Ibu berdomisili di Dusun Suluk Bongiadkah pernah instansi pemerintah

terkait melakukan pertemuan di Dusun Suluk Bongkallam rangka mensosialisasikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalanandpidpertanahan di Republik

Indonesia?

a.
b.
. kadang-kadang

c
d
e

selalu

pernah

. jarang
. tidak pernah
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26.Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait keseriusan pataB dalam upaya penyelesaian
sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dé¥ifafirara Abadi?
a. sangat serius
b. serius
C. cukup serius
d. kurang serius
e. tidak serius
27.Apakah Bapak/lbu yakin dengan pemerintahan yangraaly beserta para aparat penegak
hukum yang sekarang ini akan mampu menyelesaikagksta kepemilikan tanah ini secara
optimal?
a. sangat yakin
b. yakin
c. cukup yakin
d. kurang yakin
e. tidak yakin
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Daftar Ralat

No BAB/Sub BAB Par agr af Baris Tertulis Seharusnya

1. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 1 Pertama Masnus Manusia

2. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 2 Kelima Henddkl Yang

3. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 3 KedelaparPada tahun 1800 belum ada pengarBlada tahun 1800 belum ada

Belas besar terhadap tanah, kerana pengarpbngaruh besar terhadap
pengaturan pertanahan

4. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 3 KeduapuluRakyat sebagai masyarakat yarigakyat sebagai abdi kerajaan

Tiga berdampak pada penguasaan tangng berdampak pada
sebagai alat penguasaan tanah sebagai alat

5. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 4, Ketiga Bagl&hda dimulai pada awal abaBagi Belanda yang dimulai pada
ke 19. awal abad ke 19.

6. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 5 Ketujuh Indeid@ mengalami pasang surdhdonesia mengalami pasang
sebagai imbas dari perubahan dasurut sebagai imbas dari
iklim politik perubahan iklim politik

7. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 6 Ketiga dalamengurusi agraria Indonesiadalam mengurusi sektor agraria
Mulai dari meluaskan cakupan agrari;mdonesia. Mulai dari meluaskan
sebagai cakupan agraria sebagai

8. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 7 Keempat menmbaeh kebijakan pemerintatDibuktikan dengan arah
hanya terfokus pada industrialisagiebijakan pemerintah  yang
pertanian terfokus pada industrialisasi

pertanian

9. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 8 Keempat(HPHTI), kemudian 26,74 huta(HPHTI), kemudian 26,74 jutp

Belas hektare tanah dijadikan konsediektare tanah dijadikan konsesi
pertambangan dan pertambangan dan

10. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 9 Ketjuh disert dengan kekerasangisertai dengan kekerasan dan
pelanggaran Hak Asasi Manusipelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM). (HAM).

11. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 12 Pertama Bsatkan Rencana Tata Ruarferdasarkan Rencana Tata
Wilayah Provinsi (RTRWP), ProvinsiRuang Wilayah Provinsi
Riau (RTRWP) Riau, Provinsi Riau

12. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 12 Keempat  hupsoduksi terbatas 1.866.132 hdutan produksi terbatas

dan hutan konvesi seluas 4.770.572

Ha866.132 ha, dan hutan konve

rsi
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seluas 4.770.572 ha

13. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 13 Ketujuh mafiada beberapa kabupaten banasuk pada beberapa kabupdten
yakni : Kabupaten Rokan Hilir, darbaru yakni : Kabupaten Rokan
Kabupaten Pelalawan. Hilir, Kabupaten Siak dan
Kabupaten Pelalawan.
14. | BAB I/A. Latar Belakang Masalah 14 Kelima olemasyarakat, dan pemerintatoleh masyarakat, perusahaan dan
Kemudian proses penyelesaian yangpemerintah. Kemudian proses
penyelesaian yang
15. | BAB I/B. Rumusan Masalah 1 Kedua merumuskan alahs pokokl merumuskan masalah pokok
penelitian tentang Bagaimangenelitian ini adalah tentang
kebijakan pemerintah Bagaimana kebijakah
pemerintah
16. | BAB I/D. Sistematika Penulisan 4 Pertama Padab Bini membahas tentandPada Bab ini membahas tentang
gambaran lokasi penelitian gambaran umum lokasi
penelitian
17. | BAB II/D. Sistematika Penulisan 5 Kedua pergetgan kepemilikan tanghentang faktor penyebab dan
dalam perspektif politik upaya
penyelesaian persengketgan
kepemilikan tanah dalam
perspektif politik
18 | BAB II/A. Kerangka Toeri, point 1. Kedua kerangka strategis kebijakdeerangka strategis kebijakan
Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah pemerintah dalam sektor agraripemerintah dalam sektor agraria
terlaksana dapat terlaksana
19. | BAB II/A. Kerangka Toeri, point 1. Keenam langkah yang tepat karena sanigatgkah yang tepat karena sangat
Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah berpengaruh kondisi masyarakat ballerpengaruh pada  kondisi
secara masyarakat baik secara
20. | BAB II/A. Kerangka Toeri, point 2. Pertama Politik merupakan sararRolitik merupakan sarana
Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah penyampaian aspirasi sebagaenyampaian  aspirasi  yang
landasan dalam merupakan landasan dalam
21. | BAB II/A. Kerangka Toeri, point 2. Kelima Dalam ilmu alam alam Dalam ilmu alam,
Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah
22. | BAB IlI/B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 1 Ketiga | dilaksanakan dilakukan pada bulagilaksanakan pada bulan
Desember 2009. Desember 2009.
23. | BAB llI/D. Populasi dan Sampel, point Keenam penelitian ini akan diambil perusahgpeanelitian ini juga akan diambil

Populasi

yang bersengketa serta pemerintah

dari perusahaan yang

bersengketa serta pemerintah
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sejak SD, baik mengikuti pelatihan kesenian tradisi maupun modern hingga
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Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria (Dalam Kasssngketa Kepemilikan
Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Busuluk Bongkal Desa
Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Pi\Riau) dengan predikat
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Pengalaman Organisasi :
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1.
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JUDUL PENELITIAN
ANALISISSENGKETA KEPEMILIKAN TANAH
DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA INDONESIA
(Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi
dengan M asyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)
Model A. Wawancara
Pertanyaan Wawancara :
1. Sejak kapan anda berdomisili di Dusun Suluk Borgjkal
2. Berapa luas tanah yang anda miliki di Dusun Sulokdkal?
3. Bagaimana proses kepemilikan tanah anda di Dusluk 8ongkal?
4. Bagaimana administrasi kepemilikan tanah anda?
5. Sejak kapan tanah tersebut anda miliki?
6. Apa yang anda ketahui tentang sejarah pertanahaasidin Suluk Bongkal?
7. Bagaimana pemanfaatan tanah yang anda miliki?
8. Apa yang anda ketahui tentang PT. Arara Abadi?
9. Apa yang anda ketahui tentang izin Hak Pengusali#an Tanaman
Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi?
10.Apakah anda mengetahui berapa luas areal HPHTIAPdra Abadi di
Dusun Suluk Bongkal?
11.Apa yang anda ketahui tentang penyebab sengketarkig@an tanah antara
masyarakat Dusun Suluk Bongkal dengan PT. Ararali®ba
12.Sejak kapan sengketa kepemilikan tanah antara maksyaDusun Suluk
Bongkal dengan PT. Arara Abadi terjadi?

13. Apakah tanah yang anda miliki bersengketa dengam\RFa Abadi?
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14. Sejak kapan tanah yang anda miliki bersengketaadeRd. Arara Abadi?

15. Apa penyebab yang anda ketahui tentang sengketariiédan tanah antara
anda dan PT. Arara Abadi?

16. Apakah pernah dilakukan sosialisasi izin, luasladaa batas areal HPHTI
oleh PT. Arara Abadi dan atau pemerintah?

17.Apakah pernah terjadi tindakan-tindakan intimiddari PT. Arara Abadi
terhadap anda terkait sengketa kepemilikan tanah?

18.Apa saja proses penyelesaian sengketa yang perilakukan oleh
masyarakat dan PT. Arara Abadi?

19.Bagaimana menurut anda proses penyelesaian yamgdigdkukan?

20.Apa saja upaya yang pernah anda tempuh dalam nagyghzersoalan ini?

21.Apa saja yang anda ketahui kebijakan pemerintabndahenyelesaikan
permasalahan ini?

22.Bagaimana menurut anda kebijakan yang diambil petadr dalam
menangani permasalahan ini?

23.Apa harapan anda kedepan terkait permasalahanetargpemilikan tanah
antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi

24.Apa saran yang harus diusulkan dalam penyelesaiagksta kepemilikan

tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi?
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